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ljarah ‘Ala Al- ‘Amal

Akad ijarah ‘ala al- ‘amal diimplementasikan untuk memperkerjakan seseorang
pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya baik dalam bentuk soft skill
maupun hard skill untuk kepentingan komersil yang memiliki benefit secara
finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya dengan
feedback berupa ujrah. Secara konseptual upah (ujrah) adalah objek dari akad
ijarah ‘ala al-‘amal, para ulama telah membuat ketentuan secara spesifik
mengenai upah. Namun pada praktik perjanjian konsinyasi yang terjadi di
Kecamatan Syiah Kuala antara pihak penjual kue dengan pembuat kue
pengupahan ini masih belum efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana kesepakatan pihak pembuat dengan penjual kue pada penjualan kue
di Kecamatan Syiah Kuala secara konsinyasi, cara pemasaran dan upah yang
diterima pada penjualan kue oleh para pihak dan tinjauan akad ijarah ‘ala al-
‘amal terhadap perjanjian konsinyasi pada penjualan kue di Kecamatan Syiah
Kuala. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatif dan jenis
penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data
melalui observasi, dan wawancara. Dari hasil analisis data diketahui bahwa
perjanjian kosinyasi ini dilakukan secara lisan, dengan kesepakatan antara pihak
pembuat dan penjual kue dengan cara menitipkan kue di warkop, café dan toko
kue. Pada implementasi perjanjiannya untuk proses pemasarannya, pihak penjual
kue hanya bersifat pasif dengan menempatkan kue di wadah yang telah
disediakan. Pembagian hasil dilakukan dengan presentase bagi hasil 20 % untuk
penjual dan 80 % untuk pembuat kue, namun untuk kasus tertent bisa saja
berbeda. Pada implementasi perjanjian konsinyasi, pihak warkop tidak memiliki
risiko berarti karena risiko sepenuhnya ditanggung pihak pembuat kue. Dalam
perspektif akad ijarah ‘ala al-‘amal, perjanjian konsinyasi pada penjualan kue ini
telah sesuai dengan akad ijarah ‘ala al- ‘amal, karena kesepakatan yang dilakukan
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tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada dalam akad ini, dan para pihak telah
bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada meskipun bentuk pemasaran yang
dilakukan pihak penjual kue bersifat pasif.
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1. Konsonan

TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda

sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Altf tidak tidak L ta’ T te
dilamb | dilambang (dengan
angkan | kan titik di
bawah)
- B3’ B Be ] za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T3’ T Te & ‘ain ! koma
terbalik
(di atas)
ol Sa’ S es & Gain |G Ge
(dengan
titik di
atas)
Jim J je s Fa’ F Ef
z Ha’ h ha g Qaf Q Ki
(dengan
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titik di
bawah)
c Kha’ Kh kadanha | & Kaf Ka
J Dal D De d Lam El
3 Zal Z zet - Mim Em
(dengan
titik di
atas)
) Ra’ R Er O NUn En
) Zai VA Zet 9 Wau We
g Sin S Es 5 Ha’ Ha
g Sytn Sy esdanya | ¢ Hamz Apostrof
ah
) Sad S es Ls Ya’' Ye
(dengan
titik di
bawah)
Ua Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I

dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
(s fathah dan ya’ Ai adani
. fathah dan wau Au adanu
Contoh:

K _kataba

(i -fa ‘ala

)53 -zukira

8—\534 -yazhabu

B swila

el kaifa

Js  -haula

3. Maddah




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakatdan | Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
et fathah dan altfatau | A a dan garis di atas
ya’
LS kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
)’ dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JB -qala
L;:“J -rama
Jaé -gila

3}3-‘ -yaqiilu
4. Ta’ marbiitah
Transliterasi untuk ta 'marbiitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta’ marbitah mati

ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah
ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
J WhYliia 3 —raud ah al-agfal
-raud atul atfal
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35540 148aall _a1-Madmah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah
dalla ygzpah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:
u‘) -rabbana

Jd» -nazzala
Al -al-birr
=l -al-hajj

X -nu’ ‘ima
6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (

J! ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang
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ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:

:yéﬁ\ -ar-rajulu

Y -as-sayyidatu

Oy -asy-syamsu

Al -al-galamu
Xl al-badiu
PAN aljalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:

7 A3 e

G5l -ta’ khuziina
953” -an-nau’
ok -syai 'un

8] -inna

PR )

‘—')9\ -umirtu
XK -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
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maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
Qéé)\ﬁl\jé';jéj 41“:\} -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el 51N 5851 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
JUAT 2a) 5 _Ibrahim al-Khali
-Ibrahimul-Khalil
b Wiaslal jas fd‘\ ;M-U -Bismillahi majraha wa mursah
;‘:"’M aC‘A o Ll LA‘; 413_5 -Wa lillahi ‘ala an-ndasi hijju al-baiti
3\,}-\1& ‘},}j\ & Uil e -man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

8}:“)\2“ KVESA u} -Wa ma Muhammadun illa rasul

o Wl a5 & als) O -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi

z

:‘SJ e 35—‘-’ Lﬁﬁﬂ -lallazi bibakkata mubdarakkan

:)\)sl\ 408 d).a\ Lﬁéj\ Obaa ) e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fi al-

Qur’anu
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-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
qur’anu

U:‘-‘ﬂ\ L,Sgy L 85985 Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubini

Coad Gl 5y 28V g hamd titlahi rabbi al-“alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:
i‘:’_)s &55,9 A (pe i -Nasrun minallahi wa fathun garib
[ESVEN }2“3\ 4” -Lillahi al-amru jami ‘an
F‘:‘l‘: "«;‘5‘ ajs-‘ 2&\5 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
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3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta
kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad) baik secara verbal
maupun non verbal yang dapat dibuat sesuai kesepakatan para pihak yang menjadi
personal ataupun grub dalam perjanjian tersebut. Dalam ketentuan hukum silam
setiap kesepakatan yang dilakukan harus berdasarkan pada kerelaan dan keadilan
yang telah ditetapkan dalam bentuk hukum syara’, secara spesifik, fukaha telah
menjabarkannya dalam bentuk konsep fikih terutama pada rubu’ figih muamalah.
Para fukaha secara detil telah menjelaskan konsep-konsep didasarkan pada
penalaran al-Qur’an dan Hadits yang telah menjadi pedoman dasar kehidupan
muslim.

Salah satu bagian dari figih muamalah yang telah dijabarkan oleh ulama
figih tentang ijarah, yang merupakan suatu perjanjian atas penggunaan jasa dan
manfaat tertentu oleh pihak lain yang harus dibayar sesuai dengan nilai materi
yang disepakati para pihak. Dalam beberapa literatur figih para ulama telah
menjelaskan konsep ijarah ini di antaranya, menurut ulama Hanafiyah ijarah
adalah transaksi terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan.
Pendapat dari ulama mazhab Hanafi sangat simpel namun memiliki makna yang
mencakup seluruh transaksi ijarah ini, karena pada prinsipnya ijarah sebagai akad
dengan tujuan memanfaatkan sesuattu baik dari jasa seseorang maupun manfaat
dari benda. Dengan pemaknaan ijarah dalam bentuk keumuman lafald dapat

mengakomodir seluruh maksud dari lafald ij@rah itu sendiri.!

! Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), him. 228
1



Menurut Ulama Malikiyah ijarah sebagai memberikan hak
kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan
disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.?

Sedangkan di kalangan Ulama Syafi’iyah, ijarah sebagai akad atas
suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat
didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.®

Secara spesifik dalam akad ijarah terdapat dua bentuk yang namai
ijarah a’la al-‘amal yang menggunakan jasa atau tenaga sebagai objek
perjanjian dan akad ijarah a’la al-manfa’ah yang menggunakan manfaat
sebagai objek sewa menyewa.

Dalam perjanjian kerja dengan bentuk ijarah dla al-amal yang
merupakan akad perjanjian dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan
cara memperkerjakan seseorang yang memiliki kemampuan baik dalam
bentuk soft skill atau hard skill untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah dla
al-amal ini menurut para ulama figih, boleh dilakukan untuk berbagai jenis
pekerjaan asalkan dapat dinilai pekerjaan dan hasilnya sebagai dari objek
ijarah dla al-amal tersebut. Sebagai contoh dari bentuk ijarah dla al-amal
yaitu chef atau ahli pembuat kue yang bekerja di restoran, disainer yang
bekerja di perusahaan konveksi, dokter yang bekerja di klinik kesehatan atau
rumah sakit.*

ljarah dla al-amal dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan
baik yang bersifat pribadi atau personal, seperti menggaji baby sitter untuk
menjaga dan mengasuh anak dan dapat juga digunakan pada sektor publik
yang memperkerjakan seseorang ataupun kolektif pada suatu usaha publik,

dalam hal ini pihak pekerja yang dipekerjakan di sektor publik menggunakan

2 Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2009), him. 229
3 1bid.
# 1bid., him. 236.



keahliannya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sesuai
dengan target pemasaran yang dilakukan seperti guru yang mengajar murid-
muridnya, arsitek interior yang bekerja untuk mendisain interior bangunan
konsumennya.

Akad ijarah dla al-amal ini memfokuskan tenaga dan skill sebagai
objek bisnis yang mendatangkan pendapatan dan keuntungan secara finansial.
Para musta jir dapat menggunakan keahliannya yang akan digunakan oleh
pihak yang membutuhkan tenaga, skill dan kemampuan pihak musta jir yang
merupakan penggabungan dari tenaga dan soft skill. Pekerjaan yang
menggabungkan kemampuan tenaga dan soft skill dimiliki oleh sebagian besar
pembuat kue, karena pada proses pembuatan kue ini yang memiliki variasi
yang sangat banyak mulai dari kue tradisional yang cenderung simpel untuk
dibuat hingga kue-kue modern yang memiliki berbagai bahan kue dan teknis
pembuatan yang tidak gampang dan ini cenderung hanya dikuasai oleh orang
yang memiliki skill dan minat dalam pembuatan kue ini.

Para pembuat kue ini cenderung berfikir praktis dalam pemasaran
produk-produk yang dihasilkannya dengan menitipkan penjualan kue olahan
tersebut kepada pihak lain, seperti di toko-toko kue, mini market, swalayan,
kios-kios kue basah, catering dan warung kopi. Sistem penjualan kue yang
dilakukan oleh pihak pembuat kue ini tidak memiliki strategi tertentu yang
sistematis untuk mengembangkan usaha dan omset kue produksinya.®

Pihak pembuat kue dalam pemasarannya sangat mengandalkan
kemampuan pihak lain untuk memasarkan hasil produksi kuenya. Secara
ekonomi sistem pemasaran dengan penitipan tersebut dikategorikan sebagai
perjanjian konsinyasi yang dilaksanakan dalam bisnis dengan cara pihak
produsen menitipkan barang ke pihak lain baik toko ataupun penjual untuk

® Hasil wawancara dengan Sandra Puspita, pembuat kue yang berdomisili di
Tungkob, pada tanggal 10 Februari 2021 di Gampong Tungkob



dijualkan ke konsumen. © Perjanjian konsinyasi ini secara umum dapat
dilakukan dengan du acara yaitu, pertama harga jualke konsumen ditentukan
oleh pihak produsen, sedangkan pihak penjual mendapatkan komisi dari harga
penjualan, kedua harga jual ke konsumen ditetapkan oleh pihak penjual atau
toko dengan menambahkan margin atau keuntungan dari harga yang
ditetapkan oleh produsen.” Dalam perjanjian konsinyasi ini pihak konsinyor
atau produsen menyerahkan hak untuk penjualan barang kepada pihak
penerima konsinyasi, sedangkan kepemilikan barang tetap dimiliki oleh
konsinyor sepenuhnya. Konsinyasi bertanggung jawab terhadap barang yang
diserahkan kepadanya sampai barang tersebut terjual kepada pihak ke tiga.
Menurut sebagian ahli hukum pada perjanjian konsinyasi ini harga
ditetapkan sepenuhnya oleh pemilik barang sedangkan agen atau konsinyasi
hanya menerima komisi atas penjualan tersebut tanpa mengambil keuntungan
dari harga jual barnag konsinyasi.® Dalam perjanjian pemasaran ini pihak
pembuat kue mempercayakan kuenya kepada pihak penjual yang biasanya
merupakan warung kopi, warung kue basah, kantin sekolah dan toko-toko kue.
Pihak pembuat kue lazimnya mempercayakan kue buatannya untuk dijual oleh
pihak-pihak tersebut, karena dianggap mampu memasukkan kue dengan baik.
Pada saat kue diserahkan kepada pihak pedagang ini hanya dijelaskan
atau ditulis di secarik kertas nama pemilik kue dan jumlahnya. Pihak pedagang
sepenuhnya percaya dengan jumlah kue yang dititipkan oleh pihak pembuat
kue tanpa menghitung atau mengkalkulasi kembali. Kepercayaan ini muncul
disebabkan Gruf atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya

setelah penitipan itu dilakukan, pihak penjual kue hanya melakukan penjualan

8 Tim Penulis Kamus Aneka llmu, Kamus Hukum, Edisi lengkap, (Semarang:
Penerbit Aneka IImu, 1997), him. 242.

" Artje Tehupiory, Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, (Jakarta: Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2017), him. 6.

8 1bid., him. 13.



yang secara umum tidak memiliki strategi khusus. Hal ini dijelaskan oleh salah
seorang pembuat kue di Tungkob, yang bernama Sandra Puspita, bahwa kue
buatannya dijual di warung kopi, kios-kios kue, dan took di wilayah Kec.
Syiah Kuala dan Darussalam pemilihan warung kopi yang akan dititipi kue
dengan melihat jumlah pengunjung pada warung kopi atau warung kue yang
akan dititipkan produksinya. Pihak pembuat kue harus jeli melihat peluang
pemasaran yang akan dilakukan oleh pihak pedagang karena hal ini akan
mempengaruhi tingkat kelarisan dari kue yang dititipkannya tersebut.®

Sedangkan pembuat kue lainnya yang bernama Nur Anisah yang juga
menitip kuenya di warkop seputaran Darussalam, Tungkob, Lamnyong dan
Lamgugop menjelaskan bahwa pihaknya dalam menitip kue lebih
mementingkan faktor telah mengenal dengan baik pihak penjual kue untuk
menghindari timbulnya perbedaan pendapat pada saat penjualan kue
dilakukan karena khawatir pihak pedagang atau pemilik warung tidak
memprioritaskan kue yang dititipnya karena bisa jadi di warung kopi atau atau
warung kue yang dibuatnya memiliki kesamaan jenis dengan kue yang dibuat
oleh pihak lain. Sehingga dengan menitipkan kue kepada pihak yang telah
dikenal akan menimbulkan kepercayaan bahwa pihak penjual kue akan
menjual produk milik pembuat kue secara fair.°

Kolaborasi antara pihak pembuat dan penjual kue dalam perjanjian
konsinyasi ini sangat menarik untuk diteliti terutama pada upaya pihak penjual
kue dalam mengoptimalkan pemasaran kue yang dititipkan padanya agar
dibeli oleh konsumen. Bahkan beberapa kasus yang muncul dalam perjanjian

konsinyasi ini dapat menimbulkan problem yang memiliki potensi terjadinya

9 Hasil wawancara dengan Sandra Puspita, pembuat kue yang berdomisili di
Tungkob, pada tanggal 10 Februari 2021 di Gampong Tungkob.

10 Hasil wawancara dengan Nur Anisah, pembuat kue yang berdomisili di Tungkob,
pada tanggal 18 Februari 2021 di Gampong Tungkab.



gharar sehingga akan mempengaruhi keabsahan akad dan juga berbagai
persoalan hukum lainnya.

Pihak penjual biasanya tidak memperhatikan dengan baik jumlah yang
dibeli oleh konsumen. Konsumen diberi kebebasan untuk mengambil dan
menghitung sendiri kue yang akan dibeli. hal ini sangat rentan terjadi penipuan
yang pada akhirnya menimbulkan kerugian dari pihak pembuat kue.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji secara ilmiah dan akurat
tentang perjanjian konsinyasi antara pihak pembuat dan penjual kue di
kecamatan Syiah Kuala dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjanjian
Konsinyasi Pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala Dalam
Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal’.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat
rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai
karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan
masalah tersebut yaitu:
1. Bagaimana kesepakatan pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue pada
perjanjian konsinyasi penjualan kue di Kecamatan Syiah Kuala
2. Bagaimana pihak penjual melakukan pemasaran dan upah yang diterima
dalam penjualan kue secara konsinyasi
3. Bagaimana tinjauan akad ijarah ‘ala al-‘amal terhadap perjanjian

konsinyasi pada penjualan kue di Kecamatan Syiah Kuala

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menformulasikan
tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan
ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :



a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan memberikan gambaran
mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sistem
konsinyasi di Kecamatan Syiah Kuala.

b. Untuk meneliti tentang cara pemasaran yang dilakukan oleh pihak penjual
dengan menggunakan sistem konsinyasi ini.

c. Untuk menganalisis perjanjian penjualan kue dengan menggunakan sistem
konsinyasi dengan tinjauan akad ijarah ‘ala al-‘amal di Kecamatan Syiah
Kuala.

D. Penjelasan lIstilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian
kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis
memahami substansi dan rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk
judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami
variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis

paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Perjanjian konsinyasi

Perjanjian merupakan kata yang telah mengalami afiksasi
dengan kata dasarnya janji. Janji dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan dengan persetujuan (tertulis atau dengan lisan)
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat
akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.!

Konsinyasi berasal dari serapan Bahasa Inggris yaitu
consignment yang berarti barang-barang yang dikirim untuk

dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian
diakses pada tanggal 10 Juli 2021.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian

mendatang atau untuk tujuan lain, tetapi hak atas barang tersebut
tetap melekat pada pihak pengirim (consignor). Penerima titipan
barang tersebut (consignee) selanjutnya bertanggung jawab
terhadap penaganan barang sesuai dengan kesepakatan.*2

Konsinyasi dalam penelitian ini adalah menitipkan kue di
warkop, caffe dan penitipan kue yang dibuat oleh pembuat kue,
dengan perjanjian antara pihak penjual dan pembuat kue.

2. Penjualan Kue

Penjualan kue merupakan dua kata yang terdiri dari penjualan
dan kue. Kata penjualan dari kata dasar jual yang mengalami
imbuhan awalan “pen” dan akhiran “an” yang berarti Penjualan
adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-
rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan
dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang
menghasilkan laba. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha
yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang yang
diperlukan konsumen. Dengan adanya penjualan individu-individu
bisa saling bertemu muka untuk menciptakan, memperbaiki,
menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga
saling menguntungkan.*3

Sedangkan kata kue berarti Kue adalah kudapan atau makanan
ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya bercita rasa manis
atau ada pula yang gurih dan asin. Kue merupakan pengolahan dari
suatu adonan atau bahan yang mengandung tepung, baik itu tepung

terigu, tepung beras ataupun tepung sagu aren yang dicampur

12 Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Bandung:
Yrama Widya: 2003), him.77

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan
diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
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dengan bahan tambahan lainnya seperti bahan pemberi rasa, warna,
aroma, dan lain-lain

3. Akad ljdgrah ‘Ala al- ‘Amal

Lafal al-ijarah dalam Bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau
imbalan. Al-ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan
muamalah dalam memenuhi petugas keperluan hidup manusia,
seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.'®

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk
proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang
telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan
plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Perjanjian Konsinyasi pada
Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif akad ijarah ala al-
amal’’ judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti lainnya. Adapun
beberapa judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

Penelitian dalam bentuk thesis yang ditulis oleh Anwar Arjanto
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dengan judul
“Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta”
Tahun 2010, dalam thesis ini yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana
Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.
Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang risiko dan
kelalaian, dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan

di Mirota Batik Kaliurang.

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kue diakses
pada tanggal 15 Juli 2021.
15 Nasroen Harun, Figih Muamalah, ... him. 228,
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Dalam penelitian ini pihak Anwar Arianto menjelaskan bahwa
perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha Mirota Batik Kaliurang
dengan pihak pengecernya dilakukan secara lisan termasuk kesapakatan
tentang penyelesaian masalah yang mungkin terjadi kedepan dalam kontrak
dilakukan ini tidak memiliki saksi baik orang yang menyaksikan atau pun
orang yang mendengarkan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan.®

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perjanjian
konsinyasi yang dilakukan pada bisnis Mirota Batik Kaliurang dilakukan
secara lisan yang didasarkan kepercayaan diantara para pihak. Untuk
mengurangi resiko seharusnya perjanjian konsinyasi dilakukan secara tertulis.

Penelitian ini berbeda dengan kajian penulis lakukan karena fokus
kajian diatas lebih menggunakan kajian sosiologi hukum. Sedangkan
penelitian penulis titik fokusnya pada pelaksanaan kerjasama secara
konsinyasi di kalangan pembuat dan pedagang kue secara fenomenanya
dengan menyandingkan pada perspektif ijarah bi al-a’'mal dalam figih
muamalah telah memiliki konsep yang jelas yang didasarkan pada uqud al-
musamma.

Penelitian kedua di lakukan oleh Ahmad Amirudin dengan Judul
Skripsi “Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution
Outlet Supplier” dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian tentang distro
dan supplier yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi
untuk mempelancar dan memudahkan pengembangan usaha distro. Kontrak
kerjasama konsinyasi yang dilakukan pengusaha distro dengan supplier
didasarkan pada ketentuan kitab KUH Perdata pasal 1699 dan 1707.'" Dalam

16 Anwar Arjanto “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang
Yogyakarta”, Thesis, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2010).

17 Ahmad Amirudin "Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara
Distribution OQutlet Supplier, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah, 2014).
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penelitian ini penulis menjadikan perjanjian kerjasama antara distro dengan
supplier sebagai objek kajian. Sedangkan perspektif yang digunakan sebagai
konsep kajian adalah KUH Perdata pasal 1699 dan 1707. Persamaan dalam
penelitian ini yaitu kontrak Kerjasama konsinyasi antara pengusaha dan
supplier dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pihak pengusaha harus
membayar setengah harga sewaktu pengiriman barang kepada supplier, beda
halnya dengan penjualan kue pembayaran dilakukan sesudah laku kuenya.

Peneliitian ketiga dilakukan oleh Windi Arista dengan judul
“Pelaksanaan Pernjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338
KUHPerdata” yang dipublikasi dalam Jurnal Hukum Tripantang Tahun 2020.
Dalam artikel ini penulis membahasa mekanisme dalam pelaksanaan
konsinyasi antara produsen yang diwakili oleh supplier menitipkan produknya
kepada pihak lain yaitu pasar swalayan untuk dijual kembali kepada konsumen
yang di ikat dengan suatu perjanjian. Dalam proses pelaksanaan konsinyasi ini
pihak supplier dengan pihak pasar swalayan merupakan perantara produsen ke
konsumen dalam peredaran barang. Konsinyasi dalam dagang ini selain
memberikan keuntungan bagi supplier dan pihak pasar swalayan, penitipan
barang dapat dijadikan sarana mempromosikan produk-produknya sedangkan
bagi pasar swalayan proses konsinyasi ini mengurangi resiko kerugiaan karena
apabila barang yang dititipkan tidak maka dapat dikembalikan kepada pihak
supplier.t®

Penelitian Keempat dilakukan oleh Elabi Pinti dengan judul Skripsi
“Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada
Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau
menurut Ekonomi Islam” Objek penelitian ini tentang sistem pemasaran yang

dilakukan oleh pengusaha IKM pangan kota Pekanbaru yang

18 Windi Arista, “Pelaksanaan Pernjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338
KUHPerdata ’(Palembang : Unitas, 2020),didownload pada e.journal.unitaspalembang.ac.id
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meimplementasikan pemasaran dengan penjualan konsinyasi. Adapun
permasalahan penelitiannya tentang bagaimana pelaksanaan penjualan
konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM pangan, Apakah faktor-
faktor yang menghambat penjualan konsinyasi dan bagaimana tinjauan hokum
islam terhadap pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan
usaha pada IKM pangan pada kota Pekanbaru.®

Penelitian ke lima yang dilakukan oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah,
dengan judul skripsi “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang
Bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri
Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktek jual beli kue kering dengan sistem konsiyasi di
UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? Adapun
kesimpulan dari penelitian ini dinyatakan bahwa praktik jual beli kue kering
dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada
dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan
pemberian komisi atau ujrah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad
ijarah atau akad wakalah bi al-ujrah.

Perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan adalah pada rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam
menganalisis permasalahan. Adapun permasalahan yang penulis kaji lebih
detil yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai
kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sistem konsinyasi di

Kecamtan Syiah Kuala, bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh pihak

19 Elabe Pinti, “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha
pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau menurut
Ekonomi Islam”,(Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)
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penjual dengan menggunakan sistem konsinyasi ini dan bagaimana tinjauan
akad ijarah ‘ala al-‘amdl terhadap perjanjian penjualan kue dengan
menggunakan sistem konsinyasi dengan di Kecamatan Syiah Kuala.?
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis lakukan pada riset ini untuk
menghasilkan data yang objektif dan reliabel sehingga seluruh data yang
dikumpulkan memenuhi ketentuan validitas data maka penulis mutlak harus
melakukan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian empirik normatif
dan sosiologis. Tahapan proses pengumpulan data yang penulis lakukan
menggunakan beberapa tahapan yang bersifat empirik namun tetap
melakukannya secara sistematis sesuai dengan ketentuan metodologis untuk
menghasilkan riset yang memenuhi standar riset ilmiah.
Adapun prosedur yang penulis tempuh dalam penulisan karya ilmiah
ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk
meneliti objek penelitian tentang perjanjian kerja yang dilakukan oleh
pihak pembuat kue dengan pihak penjualnya dalam melakukan hubungan
kerja bisnis ini untuk mempermudah proses operasional penjualan produk
kue basah kepada konsumennya. Data yang diperoleh dianalisis dengan
jenis penelitian deskriptif dengan memfokuskan pada bentuk kerja yang
dilakukan oleh pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue yang
melakukan bisnisnya dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

2. Jenis Penelitian

20 1kfa Aelulu Anisatul Ummah, “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas) ”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto, 2018).
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah kualitatif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan
masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan
gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan
didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, serta berupa
sata-sata dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.?* Melalui
metode deskriptif analisis penulis akan menganalisa dan diolah untuk
diambil kesimpulannya mengenai sistem penjualan dengan perjanjian
konsinyasi dalam perspektif akad ljarah ala al-amal.

Kegiatan penelitian memerlukan sumber data yang jelas untuk
memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini turun ke
lapangan dan berinteraksi langsung.

3. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber
utamanya (sumber asli) dan merupakan sata murni yang diperoleh dari
hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan
pengolahan lebih lanjut.?? Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari
hasil wawancara langsung dengan pihak manajemen perusahaan dan
para buruh yang bekerja di gudang bongkar muat ikan.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-

sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya

21 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), him.15.

22 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), him 122.
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oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Al-Qur’an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel internet,
dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data
yang bersifat teoritis.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum yang
diperoleh melalui dua metode yaitu metode pengumpulan data pustaka,
yang penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder untuk melalui
penelusuran data pustaka dalam bentuk literatur dan turats terutama
tentang konsep ijarah bi al-amal dan berbagai konsep lainnya yang
relavan dengan penelitian ini.

Penulis juga akan menggunakan penelitian lapangan yang sangat
penting untuk memperoleh data primer tentang Perjanjian Konsinyasi
Pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad
ljiarah ‘Ala Al- ‘Amal.

5. Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang
dilakukan dengan pengamatan terhadap objek ataupun subjek
penelitian. 2 Dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan
melihat proses penitipan kue oleh pihak pembuat kue dan proses
penjualannya yang dilakukan oleh pihak pedagang baik yang
menjualnya di warung kopi ataupun di tempat-tempat penjualan kue
khusus kue basah yang ada di Kecamatan Syiah Kuala seperti di
Darussalam, Peurada, Lamgugop dan lain-lain.

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2010). him. 82
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b) Interview (Wawancara)

Teknik interview yang digunakan dalam bentuk guiden
interview dengan prosedur peneliti mempersiapkan daftar wawancara
dalam bentuk open questioner yang diajukan pada pihak responden
maupun sampel penelitian ini yang merupakan pihak pembuat kue dan
pihak penjual kue yang menjalankan bisnisnya dalam wilayah

Kecamatan Syiah Kuala.

¢) Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data,
memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik
dari lembaga atau organisasi atau perorangan. Dalam makna lain,
dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara
mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik
berupa lembaran peraturan, catatan kerja buruh, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.?* Khususnya
berhubungan mengenai perjanjian konsinyasi pada penjualan kue di
Kecamatan Syiah Kuala.

Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-

masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta recorder untuk
mendapatkan data dari responden.

Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder,

selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk
menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun

tahapan-tahapannya sebagai berikut:

24 Marzuki Abu Bakar, Metode Penelitian, (Banda Aceh, 2013), him.57.
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a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan
membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh sehingga
dapat diketahui data primer dan data sekunder.
b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah
diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun
data hasil interview sehingga sumber data primer dapat diketahui
dengan pasti.
c. Tabulasi Data vyaitu melakukan penyusunan data dengan
mengklasifikasikan data setelah proses verifikasi selesai
dilakukan, sehingga dalam tahapan ini diketahui validitas dan
objektifitas data. Dengan menggunakan langkah ini proses analisi
data dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan
dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.
d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data
yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis
data maka semua problematika penelitian akan terjawab sesuai
dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk
mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara
menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab
menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan
saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika
pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini
diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.
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Bab dua, penulis menjelaskan Konsep [jarah dla al-amal dan
Perjanjian konsinyasi dalam Figih Muamalah, dengan konsinyasi
subbabnya sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum Zjarah dla al-
amal, pendapat fugaha tentang perjanjian ljarah dla al-amal, pendapat
ulama tentang ljarah dla al-amal

Bab Tiga, merupakan Bab Pembahasan, yang membahas tentang
Implementasi perjanjian konsinyasi pada penjualan kue dengan tinjaun
akad ijara ala al-‘amal Demografi Kecamatan Syiah Kuala sebagai lokasi
penjualan kue Klausula perjanjian pihak penjual dan pembuat kue dengan
perjanjian konsinyasi di Kecamatan Syiah Kuala Bentuk pemasaran dan
penetapan upah dalam penjualan kue secara konsinyasi Perspektif akad
ijarah a’la al-‘amal terhadap perjanjian konsinyasi penjualan kue di
Kecamatan Syiah Kuala

Bab Empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan
penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang

berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA
KONSEP AKAD IJARAH ‘ALA AL-AMAL DALAM FIQH
MUAMALAH DAN KONSINYASI DALAM HUKUM PERDATA
A. Konsep Agad ljarah ‘Ala Al- ‘Amal dalam Figh Muamalah
1. Pengertian dan Dasar hukum akad ijarah ‘ala al-‘amal

Akad ijarah merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan
olenh masyarakat sebagai transaksi penggunaan jasa terhadap seseorang
baik dalam bentuk tenaga skill maupun manfaat terhadap suatu benda.
Dalam pembahasan tentang teori dan konsep ijarah ini penulis akan
menjelaskan tentang definisi dan cakupannya, dan pada pembahasan ini
difokuskan pada konsep ijarah ‘ala al-‘amal sebagai teori utama
pembahasan tentang variabel penelitian penulis.

Kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- iwadh yang
artinya ialah ganti dan upah di dalam Bahasa Indonesia.? ljarah termasuk
salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi keperluan
hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa. Dalam
pembasan figh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang memberi
jasa yaitu ajir, orang yang menggunakan jasa disebut musta jir, dan
imbalan atas pemakaian jasa disebut ajran atau ujrah.?® Di kalangan
fugaha, ada beberapa pengertian ijarah yang dibahas di dalam beberapa
kitab yang mu tabar. Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah
adalah akad atas manfaat disertai imbalan.?”

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai

memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), him. 114.

% Nasroen Haroen, Figh Muamalah, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
him. 228.

27 Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika,1994), him. 92.
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tertentu disertai dengan imbalan.?® Dengan demikian dapat dipahami bahwa
ijarah adalah suatu akad transaksi terhadap suatu manfaat berupa pemanfaatan
tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa upah
(ujrah) sebagai hasil pemenuhan prestasinya.

Imam Syafi’i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat
yang dituju, tertentu, bersifat mubah. dan dapat untuk dimanfaatkan dengan
imbalan tertentu.?® Dalam hal ini kalangan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa
akad-akad dalam ijarah haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam, tidak
dalam hal yang betentangan dengan syara’ karena tujuan transaksi ini ialah sebagai
manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad.

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan suatu jenis akad yang mengambil
manfaat melalui jalan pergantian.®® Definisi yang dikembalikan oleh Sayyid Sabiq
ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fugaha dalam mazhab
Syafi’i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti sebagai objek dalam
akad ijarah ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak
hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya
seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat
dikatagorikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun
kolektif dengan menggunakan skill ataupun tenaganya untuk menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi orang yang memperkerjakannya.

Secara prinsipil cakupan jasa dalam akad ijarah ini cenderung variatif, tidak
hanya dalam bentuk perjanjian dalam bentuk akad sewa antara mu ’jir dengan
musta jir atau antara musta jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa’ah dan
ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. Dilihat dari objeknya ijarah

diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu ijarah yang bertujuan untuk mengambil

28 \Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet. 1, Jilid
5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 387.

29 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him 228.

%0 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-
Ma’arif,1997), him. 15.
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manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan yang biasa disebut
ijarah bi al-manfa’ah dan ijarah yang bertujuan untuk memperoleh jasa dari
seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya yang
dikenal dengan ijarah bi al- ‘amal. 3

Fokus kajian skripsi ini adalah pada konsep ijarah bi al- ‘amal, adalah suatu
akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan
jasanya untuk kepentingan komersit yang memiliki benefit secara finansial, seperti
halnya mengantarkan orderan customer ke tempat tertentu. /jarah yang bersifat
pekerjaan/jasa (dengan kata lain disebut sebagai ijarah bi al-‘amal) merupakan
akad yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan
memberikan feedback atas jasanya berupa upah (ujrah).

ljiarah bi al-‘amal dalam implementasinya terdapat dua kategori ajir
(pekerja), yaitun ajir khas (pekerja khusus) adalah orang yang bekerja untuk satu
orang selama masa tertentu, seperti menggaji seorang sekretaris suatu perusahaan
dan ajir musytarik (pekerja kelompok) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari
satu oang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya, seperti
pekerja laundry dan cleaning.®

Dengan demikian dapat disimpulkan, ijarah ‘ala al-‘amal secara operasional
merupakan akad untuk memperkerjakan seseop97olrang pada pekerjaan tertentu
atau menggunakan jasanya baik dalam bentuk soft skill maupun hard skill untuk
kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan
pihak yang telah menawarkan jasanya dengan feedback berupa ujrah.

Adapun dasar hukum ijarah ‘ala al-‘amal merupakan suatu hal dasar yang
menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah
permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai ijarah banyak dijumpai di

dalam nash-nash al-Qur’an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui [jma’ dan Qiyas

31 Nasroen Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2009), him. 230
32 |bid., him. 232.
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para ulama ahli figh. Dengan demikian menurut jumhur ulama bahwa ijarah
disyariatkan sebagai akad musamma berdasarkan al-Qur’an, As-Sunnah, dan
Ijma’.3® Sehingga secara legalitas menurut figh muamalah, akad ijarah ‘ala al-
‘amal dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam bertasharruf terhadap
harta dan jasa.

Para fugaha sepakat bahwa akad ijarah ‘ala al- ‘amal akad yang dibolehkan
oleh syara’ walaupun ada beberapa fugaha yang tidak membolehkannya, seperti
Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A’liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani
dan Ibnu Kislan, mereka berpendapat bahwa ijarah ‘ala al-‘amal adalah jual beli
manfaat, baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian,
sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan.
Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit.
Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan
pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad
belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian
dan pertimbangan syara’.>*

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas
muslim di berbagai belahan dunia, akad ijarah ‘ala al- ‘amal ini telah memiliki nilai
legaltias yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang
terperinci yang bersumber dari al-Qur’an, hadist dan ijma’ serta mujtahid
syar’iyyah-nya. Setiap perkejaaan yang dilakukan secara halal, maka hukum
mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum ijarah ‘ala al-
amal adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Syariah.®

33 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him.123
34 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him 229
3 Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 318
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Jumhur ulama membolehkan akad ijarah ‘ala al- ‘amal dengan dalil al-Qur’an,
sunnah, serta ijma’.% Berikut ini penulis paparkan dan jelaskan tentang dasar
hukum ijarah ‘ala al-‘amal sebagai akad yang boleh digunakan dalam aktiftas
bisnis seorang muslim.

a. Dasar Hukum Akad Jjarah ‘Ala Al-‘Amal
1) al-Qur’an
Terdapat dalam surat at-Thalaqg ayat 6, Allah berfirman:

/’24} /Cgs/”.{w./ % w-./:‘; //’}, & . 87 - a4 ’E
eyl B0l Geke 1yazad) Sasilas Y5 aS e o &l Eom a5

€z

P
N SRR RS P 2o AT e B O A T N -t

P
s~

2 &1 s Fl ols B S

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.®’

Imam Qurthubi dalam kitabnya Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menjelaskan
bahwa apabila seorang istri yang telah ditalag oleh suaminya, sedangkan istri yang
diceraikan tersebut sedang dalam masa menyusui, maka wajib hukumnya bagi mantan
suami tersebut untuk membayarkan upah untuk mantan istrinya yang telah menyusui
anaknya sebagai kompensasi atas kerja yang telah dilakukan oleh mantan istri. Hal ini
disebabkan secara hukum pihak suami yang merupakan ayah dari anak berkewajiban
menafkahi anaknya, dan susu ibu bagi anak yang masih menyusui merupakan nafkah

utama yang harus dipenuhi oleh ayah. Hal ini merupakan analogi ataupun giyas

3% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2003) him.217
37 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya juz 1-30,
(Bandung: CV. Nur Alam Semesta), him.559.
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terhadap penyusuan yang dilakukan oleh pihak lain, baik si ibu masih hidup maupun
telah meninggal, maka penyusuan tersebut harus dilakukan dengan cara
mempekerjakan orang lain yang masih berada dalam penyusuan sehingga dapat
memberi asinya kepada anak tersebut, meskipun tidak ada hubungan darah, namun
penyusuan tersebut dilakukan sebagai suatu bentuk usaha. Tetapi Abu Hanifah dan
para pengikutnya tidak memperbolehkan praktik ijarah ‘ala al-‘amal (pengupahan)
pada anak yang tidak jelas (baik nasabnya maupun ibunya). Hal tersebut berbanding
terbalik dengan Mazhab Syafi’i yang memperbolehkannya sebagaimana penjelasan
tentang praktik ijarah ‘ala al- ‘amal yang ditetapkan dalam surat Al-Qashash sebagai
suatu usaha legal yang dapat dimintai imbalan.®
Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27

P

Artinya: Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib):”Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka
aku tidak hendak memberani kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang baik .

38 Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkamu al-
Quran, Jilid 18, (Mesir: Dasar kutub Al-Mishriyyah,1964), him. 169.

39Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV.
Nur Alam Semesta).
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Berkenaan dengan ayat di atas, melalui tafsir klasiknya Imam Ath-Thabari
menyatakan bahwa praktik pengupahan jasa telah dilakukan sejak dahulu oleh
manusia. Ayat ini merepresentasikan bahwa dalam melakukan praktik ijarah ‘ala al-
‘amal setidaknya bagi sang pemilik jasa hendaklah memiliki dua sifat utama, yaitu
gawiyyun (mampu) dan amin (amanah/kredibel). Sifat gawwiyun dalam konteks masa
tersebut tampak dari kekuatan Nabi Musa yang mampu beternak domba selama
delapan tahun dengan upah berupa pernikahannya dengan anak Nabi Syu’aib, sedang
sifat amin tercermin pada tertunduknya pandangan Nabi Musa tatkala melihat kepada
dua putri Nabi Syu’ib.*°
2) Hadits

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda

°
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Walid ad-Dimasyqi ia berkata
. telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said ‘Athiyyah as-Sulamiy
berkata : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
dari ayahnya dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : bahwa Rasulullah saw
bersabda : berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu
Majah)*

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam sewa yang menggunakan jasa untuk

mengerjakan sesuatu pekerjaan diharuskan untuk menyegarkan pemberian upah atau

40 Abu Ja’ far At-Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wil Al-Quran, Jilid 19, (Beirut: Muasasah Ar-
Risalah, 2000), him. 562.

41 1bnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, Sunnan lonu Majah, Vol.
2, (Daar lhya Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), him. 817.
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pembayaran dengan tidak menunda-nunda waktunya. Dalam hadits lain Rasulullah
SAW bersabda :

Lj :).’:Lg;:.u :-;bcw\ o2 J&Lc'“\ Jp‘("l"m 2 uﬁ- LS"J‘} ch.&.«.s'- O Cals L.s J..>-
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Artinya : “Bercerita kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata : Yahya bin
Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah dari Sa’id bin Abi
Sa’id dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi SAW beliau
bersabda : Allah SWT berfirman : “3 golongan yang aku musuhi di hari
kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan namu-Ku lalu ia
mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati
hasilnya dan seseorang memperkerjakannya orang lain lalu orang tersebut
meminta upahnya, tetapi upahnya tidak diberi” (HR. Bukhari).*?

Hadits di atas menjelaskan betapa besar dosa menolak memberikan upah
kepada orang yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memebuhi prestasi. Karena
hakikatnya seorang muslim itu menjadi penolong satu sama lain dan saling menasihati,
bukan saling menzalimi.*® Allah secara langsung, melalui lisan Nabi-Nya mengatakan
bahwa kelak mereka (yang enggan memberi upah kepada yang berhak) akan menjadi

musuh-Nya.

2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat ljarah ‘ala al- ‘“Amal

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para
pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan
dihasilkan. Para fugaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang

menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu

2 1bid.
43 Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik, Syarah Sahih Bukhari, Jilid 6,
(Maktabah Ar-Rusyd, Arab Saudi-Riyadh, 2003), him. 349.
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yang ditegakkannya.** Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun ijarah ‘ala al-‘amal
hanya satu yaitu ijab (uang kapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap
sewa-menyewa).* Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun ijarah ‘ala
al-‘amal itu ada empat yaitu :

1) ‘Aqid (orang yang berakad)

2) Sighat

3) Ujrah (upah)

4) Manfaat*6

‘Agid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang
memberikan upah disebut mu jir, sedangkan pihak yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu disebut musta jir. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan
memiliki kemampuan, vyaitu baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf
(mengendalikan harta), dan saling meridhai.*’

Rukun ijarah ‘ala al-‘amal yang kedua yaitu sighat. Pernyataan kehendak yang
lazimnya disebut sighat. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan gabul dilakukan
dengan lafadz lain yang menunjukan makna yang sama. Adapun yang dimaksud
dengan ijarah ‘ala al-‘amal yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat,
disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa
maupun dalam upah mengupah.*®

Terakhir manfaat, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang
disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek
akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara’. Dengan demikian tidak boleh
musta’jir menyewakan mu jir untuk membangun tempat maksiat seperti tempat

perjudian.*

4 Gufran a. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 78.

4 Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) him,
660.

46 Rachmat Syafei, Figh Muamalah..., hlm. 125

47 Rachmat Syafei, Figh Muamalah..., him. 117

48 |bid.

49 Sayyid Sabiqg, Figh Sunah, Jilid 3... hlm.366.
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a. Syarat-syarat pada akad ijarah ‘ala al-‘amal

Syarat merupakan hal yang subtansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu
sendiri. Lazimnya fugaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada
pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya
pada rukun®. Dalam akad ijarah ‘ala al-‘amal ada empat macam syarat sebagaimana

dalam akad jual beli yaitu:®

1) Syarat Wujud (Syarth ‘in igad)

Syarat terjadinya akad (syarat ‘in iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek
akad. Syarat yang berkaitan dengan agid adalah berakal, dan mumayyiz menurut
Hanafiah, dan baligh menurut Syafi’iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad ijarah
‘ala al-‘amal tidak sah apabila pelakunya (mu ’jir dan musta jir) gila atau masih
dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat sewa-menyewa dan jual
beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafazh). Dengan
demikian apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/
pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk
kelangsungannya menunggu izin wali.>?

2) Syarat Berlaku Akad (Syarth Nafazh)

Syarat berlaku akad ijarah ‘ala al-‘amal adalah adanya hak kepemilikan atau
kekuasaan (al-wilayah). Akad ijarah ‘ala al-‘amal yang dilakukan oleh seorang
fudhulli (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah
karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah
adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku
dalam jual beli.

3) Syarat Sah Akad (Syarth as-Shihhah)

%0 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2012), him.82.

1 WahbahAz-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
(Jakarta: Kencana, 2012), him.400.

52 Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalah..., him. 322.
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Syarat sah ijarah ‘ala al-‘amal berkaitan dengan pelaku akad, objek akad,

tempat, upah dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah ijarah ‘ala al- ‘amal adalah

sebagai berikut:

a)

Ar- Ridha

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam

al-Qur’an surat an-Nisa: 29
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.

b) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari

perselisihan

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya
tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat)
terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek
kerja dalam penyewaan para pekerja.>®
Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun
syara’

Menurut kesepakatan fugaha, akad ijarah ‘ala al- ‘amal tidak di bolehkan
terhadap sesuatu yang dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti
menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara

syara’ seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, dan

53 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu..., Jilid 5. him.401.
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penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah
berpendapat tidak di bolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama
selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah
milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti
seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi
milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini
adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.54

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah ‘ala al-‘amal dibolehkan

secara syara’

ljarah ‘ala al-‘amal yang bersifat manfaat, umpamanya adalah
contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, menyewakan Kitab
untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan
sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’
untuk dipergunakan, maka para ulama figh sepakat menyatakan boleh

dijadikan objek sewa-menyewa.

Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi pekerja sebelum

akad ijarah ‘ala al-‘amal

Implikasi dari syarat ini, tidak sah ijarah ‘ala al- ‘amal dari mengerjakan
kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak
mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya.
Sehingga tidak sah melakukan ijarah ‘ala al- ‘amal untuk amalan ibadah dan
ketaatan, seperti shalat, puasa, haji menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-

Qur’an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.>®

Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya

54 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5..., him.403.
5 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. .., him.405.
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Jika dia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah ijarah
‘ala al-‘amal untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.>®
Dikarenakan objek akad ijarah ‘ala al-‘amal harus diketahui secara jelas,
sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang jika manfaatnya tidak jelas,

maka akad itu tidak sah.

g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad ijarah

‘ala al- ‘amal

Tidak di bolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan
untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon
tersebut. Karena akad ijarah ‘ala al-‘amal harus jelas kegunaan objek yang
disewakan tersebut agar tidak bertentangan dengan syara’ dan harus jelas

disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.
3) Syarat Kelaziman ljarah ‘ala al-‘amal (Syarthal-Luzum)

Disyaratkan dua hal dalam akad ijarah ‘ala al-‘amal agar akad ini menjadi lazim
(mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

a) Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya
Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak
pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak khiyar (hak pilih) antara
meneruskan ijarah ‘ala al-‘amal dan membayar seluruh uang sewa atau
memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa
sakit atau pincang.
b) Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan ijarah)
Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang

disewakan, maka setiap pihak boleh memfasah akad. Beberapa alasan (uzur)

% 1bid.
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yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiah uzur (alasan yang
mewajibkan fasakh ada 3 jenis, yaitu:

1) Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih
dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang,
atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang
bangkrut atau beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil
manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).®’

2) Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika
la tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan
menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.

3) Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti
jika seseorang menyewa kamar mandi disebuah kampung untuk ia
bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung

itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

Pemberian upah (ujrah) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus di lakukan

oleh musta ’jir kepada muajjir, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Al-‘lwadh
Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan
dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah

adalah sabda Rasulullah :

Ve
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7 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him. 234.
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Artinya:  “Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan
seseoarang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa
upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa 'i)*®

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun
dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat
pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan
biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat
akad cukup untuk di jadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika
seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau
menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di
bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal
ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau
menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu
itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana
menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan
lainnya.>®

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan Ma 'qud Alaih (0bjek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma 'qud alaih (objek akad).
Misalkan ijarah ‘ala al-‘amal tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa
dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian
dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari
riba.

Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia

menempatinya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau

%8 Syihabuddin Ahmad, Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram, (Beirut: Daar AlFikr,
2004), him. 186.
59 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Waadillatuhu, jilid 5..., him.400.
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menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya
pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia
menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka ijarah ‘ala al-‘amal
seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat
tertentu terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad
dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau
seperti riba sehingga membuat akad ijarah ‘ala al-‘amal menjadi tidak sah.
Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan ijarah ‘ala al‘amal
seperti itu.®
3. Pendapat ulama tentang konsekuensi kelalaian pada akad Ijarah a’la al-
‘amal terhadap para pihak

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama figh kepada dua
macam, Yyaitu: yang bersifat mafaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Al-ijarah
‘ala al-manafi’ yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah,
took, kendaraan, parkiran, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat
yang dibolehkan syara’untuk dipergunakan, maka para ulama figh sepakat
menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.®

Al-ijjarah ‘ala al-‘amal yang Dbersifat pekerjaan ialah dengan cara
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah ‘ala al- ‘amal
seperti ini, menurut para ulama figh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. ljarah
‘ala al-‘amal seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang
pembantu rumah tangga, ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok
orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah ‘ala al-‘amal terhadap

60 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Waadillatuhu, jilid 5..., hIm.401.
61 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him, 236
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pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut para ulama figh, hukumnya
boleh.%?

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan
yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para
ulama figh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak
di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut
ganti rugi. Apabila kerusakan pakar figh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya,
sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya.
Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar figh, pembantu itu tidak boleh
dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena
kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang
kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya
rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama figh berbeda
pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah,
Zufar Ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, berpendapat bahwa apabila
kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau
tukang jahit itu, maka dia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.%® Abu
Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu
Hanafiah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa
penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang
yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu
diluar batas kemampuanannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau
kebakaran.®*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas

pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh

62 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him, 236.
83 Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him 236.
8 Ibid., him. 237.
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angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang
terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.®®
B. Perjanjian Konsinyasi dalam Hukum Perdata
1. Pengertian Perjanjian konsinyasi dan Dasar hukumnya

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana para pihak berjanji untuk
melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu hal, sehingga isi dari
perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.%®
Adapun pengertian dari perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang mana
terdapat penyerahan barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya sebagai
penitipan dan pihak penerima memegang barang tersebut untuk dijual sesuai
dengan perjanjian yang mereka buat.®” Dalam perjanjian konsinyasi ini terdapat
suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak maka dari itu para pihak dapat secara
bebas dalam membaut perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian tidak bernama (innominat) dimana
perjanjian ini timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat.®® Walaupun tidak
ada pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian tidak bernama ini dalam
KUHPerdata perjanjian ini tetaplah tunduk dalam KUHPerdata. Karena ketentuan
adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 1319
KUHPerdata memuat ketentuan bahwa perjanjian bernama maupun tidak bernama
(innominat) tetaplah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bab ini
ataupun bab yang telah lalu.

Perjanjian konsinyasi juga dapat disebut juga dengan perjanjian titip jual maka
dari itu perjanjian konsinyasi dapat digolongkan dalam perjanjian campuran.

Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih

% Ibid.

66 Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, Pengantar llmu Hukum, (PT. Raja Granfindo, Jakarta:
2013), him. 107.

67 Marisa Uliana, 2008, doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, diakses pada tanggal 10
September 2021.

8 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, cet, VI, (Sinar Grafika,
Jakarta: 2005), him. 18.
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perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak
dapat dipisahkan.®® Di dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian
yang dibentuk dari dua unsur perjanjian bernama yang terdiri dari perjanjian jual
beli dari perjanjian penitipan barang.”

Masing-masing dari perjanjian tersebut memiliki pengaturannya di dalam
KUHPerdata. Kedua perjanjian itu merupakan jenis perjanjian bernama. Maka
dengan demikian perjanjian konsinyasi dapat dikatakan memiliki dasar pengaturan
yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdata karena memuat unsur jual beli
yang dimuat di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1460 KUHPerdata serta unsur
perjanjian penitipan yang dimuat di dalam Pasal 1694 sampai dengan 1739
KUHPerdata. Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berdasarkan
hasil penemuan di lapangan antara lain berupa pembagian hasil penjualan,
pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta
penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Ketentuan-ketentuan yang
berada di dalam perjanjian tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana
mengikatnya undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338
KUHPerdata yang berisikan ketentuan salah satunya memuat tentang perjanjian
yang buat mengikat para pihaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi
para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Konsinyasi dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera
pengadilan Negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur

dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur

89 S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Nuansa
Aulia, Bandung: 2015), him. 67.

0 Annisa Sitoresmi, Slamet Muljono dan Sirman Dahwal, Pola Kontrak Kerjasama
Konsinyasi Antara Distribution Outlet (distro) dengan Supplier di Kota Bengkulu, (Bengkulu:
Universitas Bengkulu, 2014).
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menerima pembayaran oleh debitur, adakalanya bermotif mencari keuntungan yang
lebih besarsesuai Pasal 1404 KUHPerdata.”

Sesuai dengan hal di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka
debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut. Jika
kreditur menolaknya menolaknya, debitur dapat melakukannya dengan menitipkan
uang atau barangnya kepada Pengadilan Negeri, dalam praktik permohonan
konsinyasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur menjadi penggugat dna
kreditur menjadi tergugat.

Ketentuan tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan
(consignatie/consignasi/konsinyasi) diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal
1412 KUHPerdata.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Konsinyasi

Konsinyasi dari segi peristilah dengan pengertian berdasarkan praktik
sehari-hari dapat disebut dengan penitipan, atau penyerahan barang oleh pemilik
kepada pihak lain dan dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak yang memiliki
barang dan pihak tertentu untuk dijadikan dengan memberikan komisi.

Konsinyasi berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama terdapat beberapa
karakter perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian penitipan

2. Perjanjian Jual Beli

3. Perjanjian Keagenan

4. Perjanjian Distributor

Perjanjian konsinyasi antara distro dan supplier tidak diatur secara khusus
dalam KUHPerdata. Akan tetapi, hal ini merupakan realistis yang ada di dalam
masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan

perjanjian atau partij otonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian.”? Dengan

1 pasal 1404 KUHPerdata, R. Subekti, cet 20, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995).
2 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
him. 210.
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begitu, dalam kontrak kerja sama konsinyasi antara distro dan supplier hanya
terdapat dua pihak yang terlibat di perjanjian tersebut. Pertama, supplier sebagai
pemilik ataupun penyuplai barang. Kedua, distro sebagai tempat penjualan dan
tempat mendistribusikan barang. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dari pembuat
kontrak kerja sama konsinyasi, yaitu distro dengan supplier mengembangkan
sistem ini lebih terata dan terbentuk kepastian hukumnya. Biasanya dibuatkan
mengenai persetujuan hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak
penjual.

Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Berdasarkan paparan sebelumnya mengenai pengertian konsinyasi, kemudian
pengertian konsinyasi dalam praktik sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya unsur-unsur konsinyasi terbagi atas unsur-unsur berikut :

Unsur Perjanjian

Unsur Pemiliki Barang

Unsur pihak yang dititipkan barang

Unsur barang yang dititipkan

Unsur penjualan

. Unsur Komisi

ika mengabaikan salah satu unsur tersebut, akan membuat transaksi atau

OEEESREEN =

<

perjanjian tidak dapat disebut perjanjian konsinyasi. Oleh karena itu, seluruh unsur

tersebut harus ada pada saat melakukan penjualan konsinyasi.”

3. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam hukum perdata

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan
antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.
Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam
kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya
atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati.
Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan

para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik

3 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,.. him. 212.
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antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk
memenuhi hak masing-masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338
KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian
yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak
untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya,
maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak
yang dibuat.”

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai
kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata
sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam
melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-
hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik.
Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat,
maka Buku 11 KUHPerdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena
terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai
dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

4. Akibat Hukum dari perjanjian Konsinyasi terhadap Para Pihak.

Penerimaan dari kreditur merupakan syarat sahnya suatu penyimpanan atau
penitipan, selain itu, putusan hakim pada pengadilan negeri juga dapat menyatakan
sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh debitor melalui notaris
atau juru sita. KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa jika pengambilan
benda atau uang yang disimpan atau dititipkan di pengadilan negeri telah ada suatu

putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap (inkrah), maka pengambilan itu tidak

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000),
him. 20.
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menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan turut berutang atau para
penanggung utang (borg) karena dibebaskan dari perikatan itu.

Penitipan atau pembayaran di pengadilan berkekuatan sebagai pembayaran
atau pelaksanaan prestasi oleh debitur, sehingga ia bebas dari perikatan yang
bersumber dari kontrak yang dibuatnya dengan kreditur. Adapun uang (atau
benda/barang) yang disimpan atau dititipkan itu adalah tanggung jawab kreditur.”

Akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya penitipan atau penyimpanan
yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata,
sebagai berikut:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan konsinyasi itu harus dibayar
oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal
1407 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh
Penyimpanan atau Penitipan).

2. Selama vyang dititipkan tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat
mengambilnya Kembali dalam hal itu pihak ketiga yang berkepentingan dan
turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan (vide Pasal 1408
KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan
atau Penitipan).

3. Jika debitur sendiri telah memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (terakhir dan mengikat), dan dengan itu putusan
penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, debitur tidak dapat
mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian pihak ketiga yang
berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung utang, meskipun
dengan izin dari kreditur (vide Pasal 1409 KUH Perdata Tentang Pembayaran
Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan).

S Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik
dan Praktik Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012) him.418.
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4. Pihak ketiga yang berkepentingan dan turut berutang dan para penanggung
utang dibebaskan juga, jika sejak hari pemberitahuan penyimpanan telah
melampui 1 (satu) tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu (vide
Pasal 1410 KUH Perdata Tentang Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh
Penyimpanan atau Penitipan).

5. Kreditur yang telah mengizinkan uang atau benda yang dititip itu diambil
Kembali oleh debitur setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan tetap (terakhir dan mengikat), tidak dapat lagi
mendapatkan ~ pembayaran  piutangnya  (pelaksanaan  prestasinya),
menggunakan hak-hak istimewanya atau hipotik-hipotik (dan tanggungan)
yang melekat pada piutang tersebut (vide Pasal 1411 KUH Perdata Tentang
Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan).’®

6. Jika apa yang harus dibayarkan berupa sesuatu benda/barang atau uang yang
harus diserahkan ditempat dimana benda/barang atau uang itu berada, maka
debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan negeri
supaya mengambilnya dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada
kreditur pribadi atau kepada alamat tempat tinggalnya atau kepada alamat
tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan kontrak. Jika peringatan ini telah
dilaksanakan dan kreditur tidak mengambil benda/barang atau uangnya, maka
debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan benda/barang atau uang
tersebut disuatu tempat lain.

Penjelasan tentang akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap masing pihak
dilihat yaitu:

a. Akibat Hukum Konsinyasi terhadap Debitur

Pada Pasal 1404 ayat 2 penawaran dan konsinyasi disebutkan bersama-

sama, namun bukan berarti, bahwa halnya kalua Tindakan itu dilakukan

76 Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik
dan Praktik Hukum ... him. 419,
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sebagai satu kesatuan saja, baru menimbulkan akibat hukum. Kedua Tindakan
itu bisa dibedakan dan merupakan Tindakan dengan syarat-syarat tersendiri.
Penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan konsinyasi atau penitipan,
membawa akibat, bahwa perikatannya menjadi batal, demikian pasal 138 sub
2. Bahwa perikatan hapus karena penawaran pembayaran diikuti dengan
konsinyasi atau penitipan. Ketentuan pasal tersebut ternyata tidak cocok
dengan kata-kata dalam pasal 1408, yang mengatakan bahwa selama yang
dititipkan belum diambil oleh kreditur, maka debitur berhak untuk
mengambilnya kembali, kalau perikatannya saja sudah batal, bagaimana mau
diambil kembali, oleh karena itu, pasal tersebut harus diartikan lain, yaitu
bahwa penawaran yang diikuti dengan penitipan itu memang belum
membebaskan debitur, tetapi perikatannya sendiri tidak/belum menjadi
hapus.”” Pasal 1404 ayat 2, yaitu penawaran yang demikian diikuti dengan
penitipan “membebaskan debitur”. Dengan kata lain, ditinjau dari sudutnya
debitur, tindakan debitur menawarkan pembayaran diikuti dengan penitipan
diterima dan berlaku sebagai suatu pembayaran’®,
b. Akibat hukum Penetapan Konsinyasi terhadap kreditur

Pasal 1404 ayat 2 juga berbicara tentang akibat pentipan seperti tersebut
diatas, yaitu bahwa resiko atas barang yang dititipkan selanjutnya adalah untuk
tanggungan kreditur. Konsekuensinya, kalau terjadi bahwa benda yang
dititipkan musnah/hilang, maka debitur tetap bebas dari kewajiban
pembayaran. Terhadap penitipan tersebut, kreditur berhak untuk meminta agar
pengadilan menyatakan penitipan itu tidak beharga (van onwaarde), tetapi
kalau kreditur akhirnya menerima/mengambil uang/barang yang dikongsinir,

maka dengan sendirinya perikatannya menjadi hapus.’

7], Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,
1996), him.298-300.

"8 Ibid..., hIm.299-300.

9], Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, him.302
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Atas uang/barang yang dititipkan, kreditur setiap waktu boleh
menyatakan menerimanya. Jadi seakan-akan ada penawaran yang ditujukan
kepada kreditur untuk menerimanya atau tidak, karena sebagaimana dikatakan
bahwa antara debitur sebagai orang yang menitipkan barang/uang dengan
pihak yang menerima penitipan barang, ada perjanjian penitipan barang.
Dalam hal kreditur, sekalipun telah pernyataan berharga dari pengadilan
mengenai penitipan barang debitur untuk kepentingan kreditur, menyetujui
pengambilan kembali barang tersebut oleh debitur, maka akibatnya perikatan
lama hapus tak dapat lagi melakukan penagihan dengan menggunakan hak
istimewa dan hipotik.

Pasal 1407 menetapkan, bahwa apabila penawaran pembayaran dan
konsinyasi/penitipan dilaksanakan menurut undang-undang, maka semua
biaya untuk pelaksanakan penawaran pembayaran dan konsinyasi menjadi
tanggungan kreditur.

Akibat hukum penetapan konsinyasi terhadap penerima titipan, debitur dan
pihak ketiga

Antara debitur asal (yang menitipkan) dengan pihak penerima
konsinyasi/penitipan ada hubungan hukum penitipan barang, pihak penerima
konsinyasi/penitipan berkedudukan sebagai debitur dan orang yang menitipkan
(debitur dari barang yang ditawarkan kepada kreditur dan selanjutnya
dititipkan) sebagai kreditur selama kreditur atau untuk siapa barang itu
dititipkan belum menerimanya. Bahwa dengan penitipan saja, maksudnya
dengan ditutupnya perjanjian penitipan barang, hak milik barang yang
dititipkan masih ada pada debitur dan diakuinya hak debitur untuk mengambil

barang tersebut.5!

80 Ibid. him.303.
81 Muhammad Syaifuddin, Memahami Kontrak, him. 417.
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsinyasi atau
penitipan yang dinyatakan sah atau berharga oleh pengadilan, ditinjau dari
sudut debitur mempunyai akibat hukum yang sama sebagai suatu pembayaran
yang sah, bahkan seandainya debitur dengan izin kreditur mengambil kembali
apa yang telah dititipkan.

Dalam hal batas waktu kreditur untuk menentukan sikapnya apakah
menerima barang/uang yang dititipkan tidak diatur secara jelas dalam Undang-
Undang maka debitur serta merta tidak menentu nasibnya. Oleh karena itu,
demi kepastian hukum, Undang-Undang dalam Pasal 1410 menetapkan itu,

kreditur tidak menyangkal keabsahan penyimpanan itu, maka debitur bebas.



BAB TIGA
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KONSINYASI
PADA PENJUALAN KUE DI KECAMATAN SYIAH
KUALA MENURUT AKAD IJARAH ‘ALA AL-‘“AMAL

A. Demografi Kecamatan Syiah Kuala sebagai Lokasi Penjualan Kue

Kecamatan Syiah Kuala sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah Kota
Banda Aceh memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kecamatan
lainnya. Perbedaan yang signifikan adalah di kecamatan ini terdapat beberapa kampus
perguruan tinggi terutama di wilayah Darussalam yang sejak dahulu dikenal sebagai
kota pelajar dan mahasiswa. Dengan adanya kampus Universitas Syiah Kuala, UIN
Ar-Raniry, Universitas Bina Bangsa Getsampena, Kampus Alwashliyah dan Kampus
STAI dan STIK Pante Kulu serta beberapa sekolah mulai dari jenjang paling dasar
hingga setara sekolah menengah ke atas, seperti TK dan RA, MIN dan SD, MTsN dan
SMP serta MAN dan SMA. Kebaradaan lembaga Pendidikan ini telah menjadi pemicu
berkembangnya wilayah Kecamatan Syiah Kuala secara cepat karena keberadaan
beberapa sekolah dan terutama kampus dalam kecamatan ini  menjadi tujuan dan
destinasi generasi muda untuk menempuh studi baik mahasiswa dari dalam Aceh,
mahasiswa dari berbagai provinsi laiinya mulai dari Provinsi Sumut hingga Papua,
bahkan juga ada mahasiswa dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand dan lain-lain.

Kecamatan Syiah Kuala merupakan satu dari sembilan kecamatan yang ada di
Kota Banda Aceh. Secara historis, Kecamatan Syiah Kuala adalah kecamatan induk
yang lahir bersamaan dengan Kota Banda Aceh pada tahun 1956. Wilayah kecamatan
ini terdiri 3 mukim dan 10 Gampong, di antaranya: le Masen Kaye Adang, Pineung,
Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga,
dan Peurada. Gampong-gampong tersebut terbagi ke dalam 42 dusun. Kecamatan
Syiah Kuala terletak antara 05,52230 LU-95,30810 BT dengan ketinggian 0,8m di atas
permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Ulee Kareng
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.®

Luas wilayah kecamatan ini adalah = 1424,2 Ha dan secara administratif
Kecamatan Syiah Kuala mempunyai 3 tiga kemukiman yaitu Mukim Kayee Adang,
Mukim Tgk. Syech Abdul Rauf, dan Mukim Tgk. Dilamnyong.® Dengan ibukota
kecamatan terletak di Gampong Lamgugop. Kantor Kecamatan Syiah Kuala berlokasi
di JI. T. Lamgugop No.6 Banda Aceh.®

Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh
dengan jumlah penduduk yang tergolong padat. Tercatat jumlah penduduk di
Kecamatan Syiah Kuala mencapai 39.182 jiwa yang terhimpun dalam 8.785 KK. Data
jumlah penduduk ini merupakan data dipublikasi pada tahun 2019, bisa kita persenkan
15,515% dari 280.425 jiwa keseluruhan jumlah penduduk Kota Banda Aceh.
Penduduk di kecamatan ini memiliki profesi yang beragam, diantaranya Pegawai
Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dosen, guru, pengusaha, buruh swasta tenaga medis,
pedagang, petani, dan peternak. Namun karena wilayah kecamatan ini berjarak dekat
dengan beberapa universitas, maka penduduk yang menempati daerah ini kebanyakan
dari kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah untuk menempuh
pendidikan di bangku perkuliahan.®

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983, dan Peraturan
Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan pemekaran
Kecamatan dalam Kota Banda Aceh, yaitu dari 4 kecamatan menjadi 9 kecamatan,
yaitu Baiturrahman, Meuraxa, Lung Bata, Banda Raya, Kuta Alam, Syiah Kuala, Kuta

Raja, Jaya Baru dan Ulee Kareng. Kecamatan

82 Kantor Camat Syiah Kuala, Tahun 2019

8 Ibid.

84 Badan Pusat Statistik, Kota Banda Aceh dalam Angka 2021, (Banda Aceh: BPS Kota
Banda Aceh, 2021), him. 7-9.

8 Ibid.
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Dari sisi populasi beberapa gampong dalam wilayah kecamatan Syiah Kuala

termasuk padat penduduk. Berikut ini penulis paparkan secara detil luas gampong dan

jumlah penduduk dalam wilayah kecamatan ini, yaitu sebagai berikut:

Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Gampong
Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala

Tabel 1

No Mukim Nama Gampong Luas Jumlah Jumlah
Wilayah | Rumah Penduduk
(Ha) Tangga
1. | Kaye Adang Pineung 60 1003 RT | 4305 Jiwa
Lamgugop 150 1362 RT | 4319 Jiwa
le Masen Kayee 70 1076 RT | 4330 Jiwa
Adang
Peurada 30 816 RT 3277 Jiwa
2. | Tgk. Syech Tibang 230 45 RT 1485 Jiwa
Abd. Rauf
Jeulingke 150 1552 RT | 6440 Jiwa
Deah Raya 170 234 RT 1004 Jiwa
Alue Naga 60 1003 RT | 4305 Jiwa
3. | Tgk. Kopelma 200 1719 RT | 4638 Jiwa
Dilamnyong Darussalam
Rukoh 90 1560 RT | 5083 Jiwa

Sumber data: Kantor Camat Syiah Kuala, Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diperhatikan bahwa kepadatan jumlah penduduk di

masing-masing gampong cenderung berbeda-beda. Adapun jumlah penduduk

terbanyak terdapat di Gampong Jeulingke, yaitu sebanyak 6440 Jiwa sedangkan luas

wilayahnya hanya 150 ha, berikutnya di Kopelme Darusssalam.
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Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, juga diketahui pekerjaan dan

profesi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala, yang perincinya secara dapat dilihat

dalam table dibawah ini.

Jumlah Mata Pencaharian di Kecamatan Syiah Kuala

Tabel 2

Mata Pencaharian Jumlah
PNS 2552 Jiwa
Tenaga Pendidik 961 Jiwa
Tenaga Kesehatan 438 Jiwa
Karyawan 1514 Jiwa
Nelayan 389 Jiwa
Pedagang 356 Jiwa
Petani/Peternak 118 Jiwa
Pensiunan 707 Jiwa
Buruh Lepas 300 Jiwa
Belum Bekerja 8774 Jiwa
Wiraswasta 4025 Jiwa
Dan Lain-lain 12048 Jiwa

Sumber: Kantor Camat Syiah Kuala, Tahun 2019

Berdasarkan demografi diatas jumlah penduduk Kecamatan Syiah Kuala

termasuk padat dalam wilayah kota Banda Aceh, bahkan Sebagian masyarakat diluar

Kecamatan Syiah Kuala bekerja dan beraktivitas di kecamatan ini. Oleh karena itu

mobilitas penduduk Kecamatan Syiah Kuala cenderung padat. Oleh karena itu wilayah

kecamatan ini menjadi salah satu kecamatan yang memiliki central-central bisnis baik

ritel, restaurant dan cafe, hotel, warkop, dealer, dan berbagai bisnis jasa lainnya.

Salah satu usaha yang digeluti oleh masyarakat sebagai usaha home industry

adalah usaha membuat kue dengan berbagai varian seperti kue risol, mie sowa, dodol,
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donat, pai, dan kue-kue tradisional seperti karah dan sepet dan lain-lain. Usaha home
industri ini biasanya pemasaran dilakukan cenderung terbatas hanya dalam lingkup
gampong ataupun penitipan cafe, toko kue dan warung-warung kopi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Syiah Kuala bahwa
usaha home industri ini lazimnya merupakan usaha sampingan yang dibuat oleh ibu-
ibu rumah tangga dengan jumlah skala produksi yang sangat terbatas. Hal ini
disebabkan biasanya pihak produsen kue ini membuatnya sendiri ataupun dibantu oleh
anggota keluarga, oleh sebab itu kapasitas produksi yang dihasilkan oleh ibu rumah
tangga ini cenderung hanya pada kisaran puluhan atau ratusan potong perhari kecuali
untuk orderan tertentu yang dibutuhkan oleh personal ataupun usaha-usaha catering
serta cafe yang membutuhkan kegiatan-kegiatan tertentu.%®

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di wilayah kecamatan syiah
kuala ini terdapat beberapa titik lokasi penjualan kue yang khusus menjajakan
dagangan hasil home industri ini dan biasanya hanya dilakukan di pagi hari untuk
kebutuhan anak-anak sekolah, mahasiswa dan juga orang kantoran seperti yang
terdapat digampong rukoh, lamgugop, jeulingke dan beberapa tempat lainnya.
Selanjutnya penulis juga mengamati objek titipan yang dilakukan oleh pembuat kue
ada yang membuat kue basah, kue kering dan juga berbagai jenis gorengan dan juga
nasi bungkus serta berbagai jenis bubur serta snack lainnya yang dibutuhkan
masyarakat untuk sarapan.

Penulis juga melakukan interview dengan pihak pembuat kue yang menitipkan
kuenya ditempat penjualan ini bahwa kue-kue buatan mereka sebagai hasil olahan
rumah tangga ini. Sebagian besar diolah dan dibuat saat dini dan pagi hari sehingga
umumya makanan tersebut merupakan fresh product dan juga higienis. &

Pihak pembuat juga menyatakan bahwa usaha yang dilakukan tersebut sebagai

bisnis kecil-kecilan namun penghasilan yang didapatkan sangat penting untuk

8 Hasil wawancara dengan pihak Kantor Camat di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 15
Oktober 2021.
87 Hasil Wawancara dengan Sandra Puspita pembuat kue pada tanggal 18 Oktober 2021.
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mensupport kebutuhan sehari-hari mereka sehingga pekerjaan yang digeluti tersebut
secara serius untuk kebutuhan rumah tangga namun produksi yang diahasilkan sangat
terbatas karena modal yang dimiliki juga terbatas dan sistem pemasaran sangat kecil
hanya dititipkan di tempat penjualan kue, warkop, cafe, toko kue, dan kantin.

Dengan demikian pihak pembuat selalu mengandalkan pihak warkop, cafe dan
penjual kue untuk memasarkan produksinya. Dengan demikian, secara tradisi dan
kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Syiah Kuala pihak warkop memang
mengandalkan pasokan kue dari para produsen untuk kebutuhan masyarakat yang
menjadi konsumennya. Sehingga pemilik warkop dan cafe tidak perlu mencari kue
untuk kebutuhan warkopnya, karena pihak pembuat kue secara rutin dan continue akan
mengantarkan kue hasil produksinya ke warkop-warkop dan cafe yang ada di
seputaran wilayah kecamatan Syiah Kuala.

B. Klausula Perjanjian Pihak Penjual dan Pembuat Kue Dengan Perjanjian
Konsinyasi di Kecamatan Syiah Kuala

Setiap kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berisi
klausula-klausula tertentu dapat dinyatakan sebagai perjanjian baik tertulis maupun
tidak tertulis. Klausula-klausula perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang
mengandung hak dan kewajiban yang secara sadar mengikat para pihak untuk
melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disepakati dan diperoleh secara
timbal balik.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab Il sebelumnya bahwa perjanjian
memiliki berbagai bentuk salah satunya adalah perjanjian konsinyasi yang menjadi
pembahasan utama dalam skripsi ini. Adapun fokus perjanjian yang menjadi objek
kajian adalah perjanjian konsinyasi antara pihak pembuat kue dengan pihak yang
dititipi untuk melakukan penjualan kue. Di Kecamatan Syiah Kuala perjanjian
kosinyasi ini lazimnya tidak dibuat syarat tertulis, karna hal tersebut telah menjadi
tradisi dalam masyarakat sehingga setiap kesepakatan yang dilakukan cenderung

dalam bentuk kesepahaman antara para pihak.
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Menurut salah seorang pembuat kue yang berdomisili di gampong Rukoh
bahwa sebelum dia menitipkan kue ke warkop dan juga penjual kue pagi yang ada
diseputaran gampong rukoh terutama di jalan Teuku Nyak Arief, bahwa pihak
pembuat kue ini menjelaskan keinginannya kepada pihak pemilik warkop ataupun
penjual kue dipinggir jalan bahwa akan menitipkan kue dengan jumlah tertentu dan
lansung di sepakati harga jual dan juga persentase bagi hasil untuk tiap kue yang terjual
antara pihak pembuat dengan pedagang adapun persetasenya pada bagi hasil ini relatif
sama yaitu 80% dan 20%. &

Dengan demikian pada penjelasan yang dilakukan oleh Nurjannah tersebut
dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak pembuat dan penjual
kue secara lisan dan cenderung praktis karena hal tersebut dianggap sudah tradisi oleh
masyarakat setempat terumata masyarakat Syiah Kuala yang dari dulu sebahagiannya
menekuni usaha membuat kue ini sebagai industri keluarga yang sebagiannya di
lakukan secara turun temurun. Demikian juga untuk jenis kue yang dibuat cenderung
hampir sama dengan kue olahan pihak pembuat yang lainnya karena umumnya kue
kering yang dihasilkan yaitu rempeyek, karah, boi, kerupuk dan lain-lain. Demikian
juga kue basah yang dihasilkan umumnya kue lapis, timphan, risol, bakwan, donat,
ketan, pulot bakar dan lain-lain.®°

Sedangkan menurut Saiful salah seorang pemilik warkop di gampong
lamgugop bahwa usaha warung kopi yang ditekuninya banyak terbantu dengan adanya
pihak pembuat kue yang menitipkan kue diwarkopnya dengan perjanjian antara pihak
warkop dan pembuat kue.*

Kesepakatan yang dilakukan pihak pembuat kue dengan pihak warkop, cafe,
dan penjual kue, pihak pembuat kue meminta izin terlebih dahulu kepada pihak

warkop, cafe dan tempat penitipan kue untuk menitipkan kuenya, diwarkop, cafe dan

8 Hasil Wawancara dengan Siti Rahmah pembuat kue pada tanggal 19 November 2021.
89 Hasil Wawancara dengan Nurjannah pembuat kue pada tanggal 20 November 2021.
% Hasil Wawancara dengan Saiful pemilik warkop pada tanggal 22 November 2021.
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penjual kue tersebut. Cara pihak warkop, cafe, dan penjual kue memasarkan kue
produksi yang dibuat oleh pembuat kue dengan cara membawa kue beberapa pick yang
telah dimasukan kedalam piring dan membawa pada pelanggan warkop atau cafe yang
sedang berada di warkop dan cafe tersebut. Beda halnya dengan pihak penjual kue di
samping jalan cara pemasarannya dengan cara pelanggannya yang mengambil didalam
rak kue yang disediakan oleh pihak penjual kue. Bentuk pemasaran yang dilakukan
oleh pihak warkop, cafe, dan penjual kue dengan cara menawarkan kue kepada
pelanggan dan membawa beberapa pieces kue dalam piring kecil. Bentuk pemasaran
yang dilakukan oleh pihak penjual kue dengan cara pelanggannya memilih kue sesuai
keinginannya walaupun jenis produksi kuenya sama. Apabila kue titipannya sama
seperti risol memiliki lima macam tetapi pembuatnya beda, namun cara pemasaran
pihak warkop dan cafe dengan cara seperti biasanya membawa kue pada pelanggannya
dalam piring kecil, namun pihak warkop dan cafe pasti sudah mengetahui isi risol yang
lima macam tadi seperti risol isi buncis, wortel, kentang, labu jepang, kol dan lainnya
karena biasanya pembeli menanyakan kepada pihak warkop dan cafe untuk
merekomendasikan risol lima macam tadi, beda halnya dengan pelanggan tetap pihak
warkop merekomendasikan lansung tanpa harus menanyakannya risol yang enak
menurutnya.

Dalam kondisi kue-kue yang dititipkan tidak laku maka pihak pembuat kue
akan mengambil keu-kue basah tersebut saat pengambilan uang dari kue yang laku dan
hal ini lumrah terjadi. Menurut Jannatun salah seorang pembuat kue, bahwa kue yang
dititpnya sering juga tidak laku semuanya terjual terutama di saat-saat musim hujan,
ataupun ketika masa-masa libur kuliah, hal ini disebabkan pengunjung warkop ataupun
cafe berkurang jumlahnya. Untuk menyiasati hal tersebut, biasanya pihak pedagang
akan mengurangi jumlah produksi.®

Sedangkan menurut Nurmala Salah seorang pembuat rempeyek dan kerupuk

pedas yang sering menitipkan hasil produksinya di warkop Al-Raz Coffe dan toko kue

91 Hasil Wawancara dengan Jannatun pembuat kue pada tanggal 23 November 2021
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Hamami, menyatakan bahwa masa penitipan kerupuk dan rempeyeknya berlangsung
3 hari sampai seminggu, biasanya sebelum seminggu akan mengecek jumlah
produksinya yang terjual dan menambahkan jumlah produksi titipannya, sekaligus
mengambil uang dari produk yang sesudah terjual. Masa kadaluarsa produksinya
cenderung berlangsung lama yaitu sampai seminggu lebih, namun sebelum masa
kadaluarsa semua produksinya sudah terjual.®?

Dari penjelasan diatas kesimpulan pada perjanjian antara pihak pembuat kue
dengan pihak penjual kue bahwa persentase bagi hasilnya 80 % untuk pihak pembuat
kue dan 20% untuk pihak penjual, namun dari perjanjian antara pihak penjual dan
pihak pembuat kue tersebut hanya dilakukan secara lisan. Apabila kue yang dititipkan
tidak habis maka yang dirugikan dalam perjanjian ini adalah pihak pembuat kue saja
sedangkan pihak penjual tidak menanggung kerugian.

C. Bentuk Pemasaran dan Penetapan Upah Dalam Penjualan Kue Secara
Konsinyasi

Pada perjanjian konsinyasi antara pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue
yang dilakukan secara verbal sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pemasaran
dan penjualan kue dilakukan secara pasif, karena pada proses pemasarannya pihak
penjual kue hanya menempatkan kue-kue tersebut dalam wadah atau menempatkannya
di etalase toko kue. Meskipun bentuk pemasaran cenderung pasif namun pada saat
akad dilakukan maka para pihak telah mengetahui secara pasti bentuk-bentuk tindakan
yang akan dilakukan, karena hal tersebut memang kelaziman yang terjadi pada
penitipan dan penjualan kue di warkop, cafe ataupun toko kue, dan hal tersebut
memiliki imbal balik sebagai akad ijarah ‘ala al-amal.

Dalam hal ini pihak pembuat kue mengetahui sepenuhnya proses pemasaran
dan penjualan kue tersebut. Apalagi pada tempat-tempat penjualan kue tertentu, dapat
dilihat berbagai varian kue yang dipasarkan bentuk dan jenisnya hamper sama, seperti

bakwan dengan berbagai variannya yang dapat dilihat di etalase, demikian kue-kue

92 Hasil Wawancara dengan Nurmala pembuat kue pada tanggal 23 November 2021.
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lainnya seperti kue lapis, risoles dan lain-lain memiliki bentuk dan jenis yang sama,
yang membedakan hanya pada rasa yang cenderung berbeda karena pada saat
pembuatan dan racikan bahan yang berbeda. Sehingga untuk penjualan sangat
tergantung pada pilihan ditetapkan oleh pihak konsumen, karena konsumen lah yang
memutuskan akan mengkonsumsi kue yang diinginkannya dan bebas memilih jenis
kue yang akan dibeli dan dikonsumsi.

Keuntungan dari Consignee ialah pihak tersebut tidak harus memiliki barang
produksi kue, pihak Consignee hanya menyediakan tempat dan mengambil
keuntungan dari pemasara yang dilakukannya.

Keuntungan dari Consignor ialah pihak yang membuat kue tidak perlu
melakukan pemasaran sendiri, karena pemasaran sudah dilakukan oleh pihak yang
menjual kue tersebut.

Menurut Muhammad Ishak, salah seorang penjual kopi di Gampong
Lamgugop, yaitu di SMEA Kupi, pihak pekerja warkop hanya menempatkan kue-kue
yang dititipkan penjualannya oleh pembuat kue dalam wadah-wadah kecil, seperti
piring kecil, kemudian meletakkannya di meja-meja yang diduduki konsumen,
selanjutnya pilihannya terseran pada konsumen. Umumnya pihak konsumen
mengetahui pasti kue-kue yang akan dikonsumsinya yang menjadi pilihannya.®
Dalam hal ini, tidak ada bentuk khusus pemasaran yang dilakukan oleh pihak pemilik
warkop dan karyawannya dalam menjual kue yang telah dititipkan pihak pembuat kue,
karena jelas-jelas bentuk pemasaran cenderung seperti biasa saja yang lazimnya
dilakukan oleh pemilik cafe, warkop dan kantin-kantin yang ada di kecamatan Syiah
Kuala.

Demikian juga pada penjualan kue yang berlokasi di samping Bank Aceh
Darussalam, pihak penjual kue kaki lima ini hanya menempatkan beberapa etalase dan

meja tempat untuk menata dan mengatur kue dalam wadah-wadah besar. Pihak

9 Hasil Wawancara dengan Muhammad Ishak pihak pekerja warkop pada tanggal 27
November 2021.
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pembuat kue melaporkan jumlah kue yang dititipkan dan selanjutnya menempatkan
kue dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya pihak konsumen bebas memilih
kue yang ditempatkan dalam wadah. Demikian juga untuk orderan kue kotak, pihak
konsumen akan menjelskan kue yang diinginkan kepada pihak penjual dan selanjutnya
akan ditemaptkan dalam kotak sesuai dengan jumlah orderan yang diinginkan.

Pada kondisi-kondisi tertentu, ada juga konsumen yang menanyakan kepada
pihak pedagang, di antara kue yang dijajakan, kue mana yang paling enak, terutama
untuk kue-kue dengan varian sama. Misalnya di etalase penjual ada beberapa jenis
risol, karena risol yang dijual hasil produksi dari pembuat kue yang berbeda-beda.
Dalam kondisi seperti ini, pihak penjual kue secara bijak menjawab, bahwa sebaiknya
kue tersebut dirasa dulu, sehingga diperoleh kepastian kue yang mana paling sesuai
dengan cita rasa pihak pembeli sehingga bisa menentukan pilihannya. Pihak penjual
kue tidak akan memberikan rekomendasi tertentu, karena taste konsumennya pasti
berbeda-beda, sehingga dalam hal ini pihak penjual kue bersifat netral, namun tetap
memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak konsumennya, dan sekaligus
berlaku fair kepada pihak pembuat kue, dengan tetap menyatakan bahwa produk
jualannya memiliki kualitas yang bagus. Bahkan kadangkala pihak penjual juga
menyarankan jenis-jenis kue yang diminati konsumen dan juga cita rasa yang
diinginkan. Hal ini tentu saja hasil pengamatan dari pihak penjual kue terhadap prilaku
dan komentar para pembeli kue di tempatnya.** Sedangkan mengenai upah pihak
penjual kue, biasanya langsung ditetapkan pada saat perjanjian penitipan kue
disepakati antara pihak pembuat dan penjual kue. Sistem perhitungan dan penetapan
upah penjualan kue tersebut baik dengan pihak warkop, cafe maupun toko kue dengan
dasar persentase dari total harga jual yang lazimnya di toko ataupun warkop tersebut.
Persentasenya yang ditetapkan umumnya di wilayah Kecamatan Syiah Kuala yaitu

80% untuk pembuat kue dan 20% untuk pihak penjual kue.*

9% Hasil Wawancara dengan Wahyuni penjual kue pada tanggal 24 November 2021.
% Hasil Wawancara dengan Azizah pihak penjual kue pada tanggal 25 November 2021.
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Persentase seperti ini sudah lazim diberlakukan di tempat-tempat penjualan kue
di wilayah kecamatan Syiah Kuala, sehingga dengan ketentuan persentase seperti ini
sangat memadai bagi pihak penjual kue yang mengemban amanah untuk menjual kue
dengan dasar akad ijarah ‘ala al-‘amal. Bila kue dihargai perpotongnya Rp 1.000,-
maka pihak pembuat kue memperoleh Rp 800,- dan pihak penjual kue memperoleh
imbalan atas jasa yang dilakukannya untuk menjual kue sebagai laba yaitu sebesar Rp
200,- perpotong tanpa konsekuensi apa-apa karena bila kue tidak terjual maka pihak
penjual kue juga tidak rugi modal maupun tenaga yang berarti, karena hanya
menempatkan kue-kue tersebut dalam wadah untuk dipilih oleh pihak calon
pembelinya.

Untuk kasus-kasus tertentu, bila pihak warkop, kantin atau cafe menaikkan
harga kue di luar sepengetahuan pembuat kue yang dilakukan di luar kesepakatan
dalam perjanjian verbal yang ditetapkan oleh kedua pihak maka dalam kasus seperti
ini maka pihak warkop atau cafe akan memperoleh keuntungan yang sangat besar.
Kasus-kasus seperti ini memang jarang terjadi pada penjualan kue di warkop atau cafe,
namun sering terjadi pada penjual kue khusus yang menggunakan etalase baik di toko-
toko kue maupun di pinggir jalan, yang menerima orderan kue dari konsumen dalam
jumlah banyak yang dipaketkan dalam kotak, karena orderan kue seperti itu biasanya
ditetapkan harga berkisar Rp 7000,- hingga Rp 10.000,- perkotak.*

Untuk toko-toko dan warkop tertentu dalam wilayah kecamatan Syiah Kuala,
ada juga yang membandrol harga kue perpotong seharga Rp 2.000,- seperti di warung
kopi Solong Lamnyong, umumnya di warkop ini harga kuenya semuanya di atas Rp
2.000,-. Sehingga perolehan pendapatan yang akan diterima oleh pihak penjual dan
pembuat kue juga berbeda, dalam hal ini pihak pembuat kue tetap memperoleh harga
pembayaran dari pihak penjual kue sebesar Rp 800,- dan pihak penjual memperoleh
Rp 1.200,-.

% Hasil Wawancara dengan Muhammad Asyraf pembuat kue pada tanggal 28 November.
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Untuk memastikan kue buatannya akan laris maka pihak pembuat kue harus
mampu melihat warkop, cafe dan toko kue yang laris dan banyak didatangi
konsumennya. Dalam hal ini pihak pembuat kue harus mampu melobi pihak warkop
dan cafe untuk mau menerima kue buatannya. Tingkat kepercayaan pihak pembuat
kue dengan bentuk pemasaran yang dilakukan oleh penjual kue memang tidak terlihat
secara katif karena pihak penjual kue hanya menempatkan kue dalam wadah
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk itu pihak penjual kue tidak menghadapi
konsekuensi tertentu terhadap laku atau tidaknya kue yang dititip untuk dijual di
tempatnya, hanya saja tingkat sharing yang akan diterima menjadi kecil, dikarenakan
tidak laku terjual kue yang dititip kepadanya. ¥

Untuk memastikan jumlah kue yang dititip dengan selisih kue yang terjual
maka pihak warkop, cafe, dan toko kue biasanya aka nada catatan jumlah kue yang
dititipkan. Hal tersebut penting karena pihak pemilik warkop, cafe dan toko kue harus
ada pegangan bon kue yang sudah ditulis oleh pembuat kue sebagai buktinya, misalnya
pihak pembuat kue ingin menitipkan kue produksinya kepada pihak warkop, cafe dan
penjual kue pihak pembuat kue telah menuliskan selembar bon/kertas catatan di dalam
tempat kue tersebut sehingga pihak warkop, cafe dan toko kue akan mengetahui
jumlah kue yang dititipkan oleh pembuat kue. Biasanya pihak yang dititipkan tidak
menghitung kembali kue titipan tersebut, karena merasa percaya dengan kebenaran
jumlah hitungan kue. Dalam hal ini perlu kejujuran para pihak agar kepercayaan kedua
belah pihak tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan rekanannya masing-
masing.

Sedangkan pada pembuktian jumlah yang laris terkadang juga mengalami
dilemma, karena pada penjualan kue di toko kue yang pelanggan/pembeli memilih
sendiri kuenya, jika pihak pembeli tidak jujur, maka pihak penjual harus menanggung
risikonya misalnya pihak pembeli mengambil kue dan memasukkan ke dalam kantong

plastik sebanyak lima belas potong (pieces) dan hanya membayar 14 potong maka

9 Hasil Wawancara dengan Nur Anisa, pembuat kue pada tanggal 29 November 2021.
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dalam hal ini pihak warkop dan cafe harus menanggung kerugian minus pemabayaran
1 potong yang dilakukan oleh konsumennya.

Dari penjelasan di atas kesimpulan dari bentuk pemasarannya ada beberapa
bentuk pemasaran yang salah satunya dilakukan oleh pihak penjual kue, pihak warkop
atau cafe membawakan kue beberapa pieces dalam piring kecil untuk dibawakan
kepada pelanggan yang sedang berada di tempatnya beda halnya dengan pihak toko
kue pemasarannya, menawarkan kepada pelanggannya kue tersebut bisa melakukan
pemesanan dalam jumlah yang banyak untuk acara-acara tertentu.

D. Perspektif Akad Iljarah A’la Al-‘Amal Terhadap Perjanjian Konsinyasi
Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala

Para fugaha telah memformat konsep ijarah ‘ala al-’amal ini sebagai konspe
kerja yang memberi kesempatan para pihak memperoleh jasa atau tenaga dengan
imbalan tertentu. Untuk jenis pekerjaan dan jasa yang diberikan pada akad ijarah ‘ala
al-‘amal ini  cenderung variatif, hanya saja yang dibutuhkan adalah kesepahaman
antara mujir dengan musta’jir atau antara musta’jir dengan ajir untuk
mempertukarkan ‘amal sebagai jasa dengan ujrah. Pada prinsipnya pada akad ijarah
‘ala al-’amal ini adalah memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau
jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, jenis pekerjaan dan tingkat
kerumitan serta upah sebagai imbalan yang diterima sangat tergantung pada
kesepakatan yang dilakukan. Untuk itu negosiasi dan komunikasi kedua belah pihak
harus terjalin dengan baik, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan.

Fokus kajian skripsi ini adalah mendeskripsikan bentuk transaksi konsinyasi
yang dilakukan pihak pembuat kue dang pihak penjualnya baik yang dijual di warkop,
toko kue maupun cafe dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala dengan menggunakan
konsep ijarah bi al-‘amal, dengan dasar konseptual sebagai akad untuk
memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk

kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial. Dalam hal ini pihak
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pembuat kue menitipkan kue buatannya ke pemilik warkop, cafe dan toko kue untuk
dijual dengan memberikan feedback atas jasanya berupa upah (ujrah).

ljarah ‘ala al-‘amal dalam implementasinya terdapat dua kategori ajir
(pekerja), yaitu ajir khas (pekerja khusus) adalah orang yang bekerja untuk satu orang
selama masa tertentu, seperti menggaji seorang sekretaris suatu perusahaan dan ajir
musytarik (pekerja kelompok) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu oang,
sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Pada kesepakatan
penjualan kue ini, kesepakatan yang muncul bisanya dalam bentuk ajir al-musytarak,
hal ini disebabkan pihak penjual kue tidak bekerja secara personal, karena pihak
pemilik warkop, cafe dan toko kue umumnya memiliki beberapa orang pekerja baik
yang bekerja secara tim maupun berkerja dalam shift. Sehingga hasil dari penjualan
kue ini memiliki benefit yang juga akan diberikan sebagai upah, meskipun tidak secara
langsung namun tetap memiliki kontribusi secara langsung terhadap upah. Dengan
demikian akad

Dengan demikian pada transaksi penjualan kue ini, akad ijarah bi al- ‘amal
secara operasional diimplementasikan dengan menggunakan jasa pihak pemilik
warkop, cafe ataupun toko kue baik dalam bentuk hard skill untuk kepentingan
penjualan kue yang dititipkan oleh pihak pembuat kue yang secara langsung memiliki
benefit secara finansial untuk kepentingan lakunya kue yang dititipkan.

Para fugaha sepakat bahwa akad ijarah akad yang dibolehkan oleh syara’
walaupun ada beberapa fugaha yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-
Ashan, Ismail Ibnu A’liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kislan,
mereka berpendapat bahwa ijarah adalah jual beli manfaat baik manfaat dari suatu
benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat
dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu manfaat itu
baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu
akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa
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manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad
terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara’.%

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas
muslim di berbagai belahan dunia, akad ijarah ‘ala al-amal ini telah memiliki nilai
legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang
terperinci yang bersumber dari al-Qur’an, hadist dan ijma’ serta mujtahid syar’iyyah-
nya. Setiap pekerjaaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga
halal, menurut pandangan Islam asal hukum ijarah ‘ala al-amal adalah mubah (boleh)
bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah

SWT.%

Dalam implementasi akad ijarah ‘ala al-amal pada penjualan kue yang
dilakukan antara pihak produsen yaitu pihak pembuat kue dengan pihak penjual kue,
dalam hal ini pihak penjual kue tidak secara langsung bekerja untuk menjual kue
titipan, karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh para pihak ini merupakan kegiatan
yang saling menguntungkan. Pada dasarnya pihak penjual kue merupakan pihak
pemilik warkop ataupun toko kue dan penjual kue di pinggir jalan, dalam hal ini pihak
penjual kue berusaha membantu dengan menampung titipan pihak pembuat kue agar
dapat menyajikan kepada pihak konsumen, ataupun pihak konsumen langsung
mengambil kue tersebut pada tempat yang telah disediakan.

Dalam hal ini pihak penjual kue, baik pemilik warkop, pemiliki toko kue
maupun pihak penjual kue di pinggir jalan tersebut tidak bekerja maksimal dalam
memasarkan dagangan yang dititipkan, sehingga akad ijarah ‘ala al-amal di sini
hampir sama dengan perjanjian konsinyasi. Dalam hal ini perjanjian konsinyasi dalam
hukum perdata tidak dapat secara langsung dianalogikan sebagai akad wadi 'ah, karena
akad wadi’ah ini dalam figh muamalah merupakan akad tabarru’ (tolong menolong

dan kebaikan), sedangkan pada perjanjian konsinyasi ini tidak murni akad tolong

% Nasroen Haroen, Figh Muamalah..., him 229
9 Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 318
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menolong karena dalam hukum perdata sendiri, perjanjian konsinyasi ini masuk dalam
kategori perjanjian tak bernama (innominate) sehingga pada pembentukan pola

kerjanya, perjanjian konsinyasi ini lebih mengedepankan transaksi titip jual®.

Menurut sebagian pakar hukum perdata, perjanjian konsinyasi merupakan
perjanjian campuran yang dibentuk dari beberapa transaksi atau perjanjian bernama,
yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.%:
Dalam hal ini perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian yang dibentuk dari dua

perjanjian bernama yaitu titip atau penitipan  dan perjanjian jual beli.1%2

Sedangkan titip di sini hampir sama dengan akad wadi’ah terutama pada
bentuk wadiah yad al-dhamanah, namun pihak yang dititipkan di sini harus bekerja
menjual barang titipan tersebut, sehingga butuh tenaga sendiri atau tenaga pekerjanya
untuk merealisasikan titip jual tersebut. Sedangkan pada akad wadi’ah yad al-
dhamanah ini para pihak hanya sekedar berjanji akan menjaga, tidak sampai pada
tataran berbisnis dengan menjual objek yang dititipkan oleh pihak pelaku. Sehingga
bila ada pelaksanaan pada akad membantu ini, maka pihak yang dititipkan telah
melakukan pekerjaan tertentu, dan pekerjaan tersebut tentu membutuhkan tenaga

ataupun skill dan modal lainnya seperti tenaga kerja yang tentu saja harus diupah.

Dalam hal ini penulis melihat konstruksi perjanjian yang dilakukan tidak murni
ke wadi’ah karena pada perjanjian penjualan kue yang penulis teliti, umumnya
perjanjian penjualan kue tersebut tidak dalam bentuk titipan, karena pihak penjual kue
harus menyajikan kue tersebut kepada calon konsumen untuk dikonsumsi saat

menikmati sajian kopi dan lain-lain. Hanya sebagian saja penjualan kue yang

100 salim, HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cetakan VI,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), HIm. 18.

101 5, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan,
(Bandung: Nuansa Aulia, 2015), HIm. 67

192 Annisa Sitoresmi, Slamet Muljono, dan Sirman Dahwal, Pola Kontrak Kerja sama
Konsinyasi Antara Distribution Outlet dengan Supplier di Kota Bengkulu, (Bengkulu : universitas
Bengkulu, 2014), HIm. 65
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dilakukan murni titipan, seperti penjualan kue di pinggir jalan, pihak produsen
langsung menempatkan kue pada tempat yang disediakan oleh pihak penjual kue dan
selanjutnya pihak konsumen dapat memilih langsung kue-kue yang diinginkannya dan
setelah itu baru dibayar kepada pihak penjual tanpa membutuhkan banyak energi
dalam melayani konsumen. Sehingga untuk penjualan kue dipinggir jalan dapat
diklasifikasikan sebagai perjanjian konsinyasi yaitu pembentukan akad dengan 2
bentuk perjanjian yaitu perjanjian titipan dan perjanjian jual beli.

Sedangkan pada sebagian transaksi penjualan kue, akad yang disepakati
memang dalam bentuk menjual dengan melayani konsumen, sehingga pihak warkop
ataupun toko kue harus dengan serta merta melayani konsumen untuk menjual kue
yang telah dipercayakan oleh pihak pembuat kue kepada pihak toko kue ataupun pihak
warkop.

Untuk itu dalam konsep ijarah ‘ala al-amal yang telah dibahas dalam figh
muamalah, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penjual kue sudah sesuai
dengan keinginan pihak pembuat kue agar kuenya laris dan laku terjual untuk
dinikmati oleh konsumen, meskipun upaya dan strategi penjualan yang dilakukan oleh
pihak warkop dan toko kue tentu saja tidak all out bila dilihat dari parameter
manajemen pemasaran, karena yang dilakukan oleh pihak penjual kue dalam bentuk
konvensional sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan dan berlaku dalam
masyarakat. Dalam hal ini secara general yang dilakukan oleh para pihak tidak
bertentangan dengan syara’. Apalagi pihak pembuat kue langsung membayar upah dari
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penjual kue secara langsung di saat pengambilan
dana dari kue yang laku terjual, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh lbnu
Majah, bahwa Nabi bersabda :

-
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Artinya : "Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Walid ad-Dimasyqi ia berkata
. telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said ‘Athiyyah as-Sulamiy
berkata : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
dari ayahnya dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : bahwa Rasulullah saw
bersabda : berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. 1bnu
Majah)®

Untuk itu dapat penulis tegaskan bahwa transaksi konsinyasi yang dilakukan
oleh pihak pembuat dan penjual kue di Kecamatan Darussalam dapat dikategori dalam
dua bentuk yaitu ada dalam bentuk titipan dan penjualan sebagaimana perjanjian
konsinyasi dalam KUHPerdata pada Pasal 1457 jo 1460 KUHPerdata tentang jual beli
dan Pasal 1694 jo 1739 KUHPerdata, dan perjanjian ini juga dapat dikategorikan

sebagai akad ghair musamma.

Sedangkan untuk bentuk kedua juga sepenuhnya dibentuk dalam bentuk akad
ijarah ‘ala al-amal sebagai akad musamma, yang telah dibuat konsep secara jelas oleh
fugaha dalam berbagai literatur figh muamalah yang dapat menjadi pegangan dalam
transaksi bisnis. Apalagi di Indonesia akad ijarah ‘ala al-amal telah diformat secara
jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 271 ayat 1 dan
2 yang diberlakukan untuk pedoman dan panduan transaksi yang berbasis figh

muamalah.

108 1bnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, Sunnan Ibnu Majah, Vol.
2, (Dar lhya Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 817



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab
sebelumnya maka berikut ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus
kajian dan pembahasan, selanjutnya disertai dengan beberapa saran, sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Kesepakatan yang dilakukan pihak pembuat kue dengan pihak warkop, cafe, dan

penjual kue, dengan cara meminta izin terlebih dahulu untuk menitipkan kuenya.
Perjanjian ini sebagai kesepakatan yang mengandung hak dan kewajiban secara
timbal balik. Perjanjian kosinyasi ini tidak dibuat secara tertulis, sebagai bentuk
tradisi dan bentuk kesepahaman antara para pihak. Pihak pembuat kue menitipkan
kue dengan jumlah tertentu dan lansung ditetapkan harga jual dan juga persentase
bagi hasil yaitu 80% dan 20%.

2. Bentuk pemasaran yang dilakukan pihak warkop, cafe, dan penjual kue dengan cara
membawa kue yang telah dimasukan ke dalam piring dan membawa pada
pelanggan yang sedang berada di warkop dan cafe tersebut. Pada penjualan kue di
samping jalan, pemasarannya dengan cara pelanggannya yang mengambil dari rak
kue yang disediakan oleh pihak penjual kue, dan proses pemasarannya pihak
penjual kue hanya menempatkan kue-kue tersebut dalam wadah atau
menempatkannya di etalase toko kue. Upah pihak penjual kue, biasanya langsung
ditetapkan pada saat perjanjian penitipan kue dengan disepakati antara pihak
pembuat dan penjual kue. Sistem perhitungan dan penetapan upah penjualan kue
tersebut baik dengan pihak warkop, cafe maupun toko kue dengan sistem persentase
dari total harga jual yang lazimnya di toko ataupun warkop tersebut. Persentase
yang ditetapkan umumnya di wilayah Kecamatan Syiah Kuala yaitu 80% untuk
pembuat kue dan 20% untuk pihak penjual kue. Persentase seperti ini sudah lazim
diberlakukan di tempat-tempat penjualan kue di wilayah kecamatan Syiah Kuala,
sehingga dengan ketentuan persentase seperti ini sangat memadai bagi pihak
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. penjual kue yang mengemban amanah untuk menjual kue dengan dasar akad ijarah

‘ala al- ‘amal.

Pada transaksi penjualan kue ini, akad ijarah bi al-‘amal secara operasional
diimplementasikan dengan menggunakan jasa pihak pemilik warkop, cafe ataupun
toko kue baik dalam bentuk hard skill untuk kepentingan penjualan kue yang
dititipkan oleh pihak pembuat kue yang secara langsung memiliki benefit secara
finansial untuk kepentingan lakunya kue yang dititipkan.

B. Saran-saran

Diharapkan kepada pihak penjual dan pihak pembuat kue pada perjanjian
kerjasama yang dilakukan harus sama-sama mengetahui apabila pihak warkop
menaikkan harga kue tanpa sepengetahuan pihak pembuat kue agar tidak terjadi
kerugian yang besar bagi pembuat kue.

Diharapkan kepada pihak warkop harus lebih efisien dalam memasarkan kue yang
dititipkan oleh pihak pembuat kue dan selalu menjaga kebersihan lingkungan
warkop karena bisa mempengaruhi proses pemasaran kue dan kualitas kue agar
tetap higienis.

Diharapkan kepada pembuat kue harus menjaga kualitas bahan baku agar kue
produksinya tetap terjaga kualitasnya karena kualitas kue juga mempengaruhi

proses pemasaran kuenya dan harus lebih teliti dalam melakukan pembuatan kue.
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Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan

Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad jarah ‘Ala Al-‘Amal.

Waktu Wawancara  : 14:00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2021
Tempat : Warung Kopi yang berada di Kecamatan Syiah Kuala
Orang Yang
Di Wawacarai : Pekerja warkop
No Daftar Pertanyaan Wawancara
1. | Bagaimana bentuk perjanjian antara anda dengan pihak pembuat ?
2. | Bagaimana anda melakukan pemasaran terhadap kue yang di produksi
oleh pembuat kue?
3. | Bagaimana anda melakukan pemasaran tetapi jenis kuenya sama apakah
ada perbedaan dalam pemasarannya?
4. | Bagaimana kue yang anda pasarkan tidak laku ?
5. | Bagaimana anda mempercayai pihak yang menitipkan kue dengan
selembar kertas yang berisikan jumlah kue ?
6. | Bagaimana pihak yang menitipkan kue melakukan kesalahan dalam
menuliskan nominal kue yang dititipkannya ?
7. | Bagaimana pembagian hasil antara pihak yang menitipkan kue dengan
anda?
8. | Bagaimana pihak yang menitipkan kue menentukan waktu dari layaknya
konsumsi dari kue produksinya ?
9. | Bagaimana jika kue sudah diambil oleh si pembeli dan terjatuh dilantai,
pihak manakah yang harus menanggung keruigian ?
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan

Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad ljarah ‘Ala Al- ‘Amal.

Waktu Wawancara  : 08.30 - sampai selesai.

Hari/Tanggal . Sabtu, 18 Oktober 2021
Tempat : Penjual kue yang berada di Kecamatan Syiah Kuala
Orang Yang
Di Wawancarai : Penjual kue (Toko Kue)
No Daftar Pertanyaan Wawancara
1. | Bagaimana bentuk perjanjian antara anda dengan pihak pembuat ?
2. | Bagaimana anda melakukan pemasaran terhadap kue yang di produksi
oleh pembuat kue?
3. | Bagaimana anda melakukan pemasaran tetapi jenis kuenya sama apakah
ada perbedaan dalam pemasarannya?
4. | Bagaimana kue yang anda pasarkan tidak laku ?
5. | Bagaimana anda mempercayai pihak yang menitipkan kue dengan
selembar kertas yang berisikan jumlah kue ?
6. | Bagaimana pihak yang menitipkan kue melakukan kesalahan dalam
menuliskan nominal kue yang dititipkannya ?
7. | Bagaimana sistem perhitungan upah antara pihak yang menitipkan kue
dengan anda?
8. | Bagaimana pihak yang menitipkan kue menentukan waktu dari layaknya
konsumsi dari kue produksinya ?
9. | Bagaimana konsekuensi ketika kue sudah diambil oleh si pembeli dan

terjatuh dilantai, pihak manakah yang harus menanggung kerugian ?




PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di

Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad
ljarah ‘Ala Al-‘Amal.

Waktu Wawancara  : 16:30 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2021
Tempat : di Kecamatan Syiah Kuala
Orang Yang
Di Wawacarai : Pembuat Kue
No Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak warkop dan penjual kue
dengan anda ?

Bagaimana pembagian hasil antara pihak warkop dan penjual kue
dengan anda?

Bagaimana pihak warkop dan penjual kue menaikkan harga kue tanpa
sepengatahuan anda ?

4. | Bagaimana anda mempercayai pihak warkop dan penjual kue dalam
melakukan pemasaran kue produksi anda ?
5. | Bagaimana konsekuensi yang diterima pihak warkop dan penjual

apabila anda melakukan kesalahan dalam menulis nominal kue?

Bagaimana kue produksi anda tidak laku di tempat yang dititipkan?

Bagaimana menentukan waktu dari layaknya konsumsi dari kue
produksi anda ?
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Wawancara dengan pekerja warko



